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ABSTRAK 
Nama : Nurdiana 
Nim : 50300113058 
Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan  
  Mambi  Kabupaten Mamasa 
 Skripsi ini berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan 
Mambi Kabupaten Mamasa. Pertama implementasi pelayanan Program Keluarga 
Harapan di Kecamatan Mambi. Kedua hambatan dalam implentasi pelayanan 
program keluarga harapan di Kecamatan Mambi. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. 
Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data sekunder. 
Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan program 
keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten  Mamasa, dapat dilihat dari 
proses sosialisasi hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping. 
Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam 
menyukseskan kebijakan pemerintah, pendisrtibusian dana PKH kepada peserta 
program PKH, dilakukan pula di sekola-sekolah yang letaknya strategis yang bisa 
terjangkau oleh Penerima PKH. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi 
PKH adalah adanya pendampingan sehingga dana yang digunakan  tidak terkontrol 
apakah digunakan untuk semestinya, lokasi yang harus didampingi yaitu para rumah 
tangga sangat miskin (RTSM) yang menjadi peserta program keluarga harapan 
(PKH) tempat tinggal dianggap terlalu jauh dan tidak kejangkau oleh pendamping. 
sehingga pendamping mengaku kurang maksimal dalam melakukan pendampingan, 
pada saat proses penerimaan yang memakan waktu cukup lama, penerimaan 
dilakukan tiga bulan sekali, kemudian penerima yang banyak sehingga harus 
mengantri berjam-jam. Serta kecemburuan sosial yang menjadi penghambat 
berikutnya yaitu, kesulitan membangun komunikasi dan koordinasi untuk dikordinasi 
oleh kelompok penerima program keluarga harapan (PKH). 
 Implikasi penelitian yang sebagai harapan penulis dalam skripsi ini. Perlu 
dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping,agar terjadi perbaikan pendampingan  
secara konsisiten. Perlu  adanya  pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar 
lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. 
Sehingga bisa mengentaskan kemsikinan di masyarakat sesaui tujuan program PKH. 
Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman 
kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan 
sesuai ketentuan PKH.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah 
satu hambatan untuk mencapai kesejahteaan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan 
merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di  dunia. Masalah 
kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, 
melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar.
1
 
Kemiskinan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pembangunan 
suatu daerah, terlebih bagi Kabupaten Mamasa. Sesuai dengan data dari badan pusat 
statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamasa sebanyak 20,6 ribu jiwa 
dengan persentase 13,92% pada tahun 2015. Sedangkan di Kecamatan Mambi jumlah 
penduduk miskin sebanyak 1,28 ribu dengan persentase 01,28% pada tahun 2016.
2
 
Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di 
Kabupaten Mamasa, kususnya masalah fakir miskin, maka pemerintah setempat 
melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi 
masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Mamasa. Salah satu program khusus 
yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan 
adalah Program Kelurga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di 
                                                             
1
Isbandi Rukmianto, Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20. 
2
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2016, 
7016, h. 11. 
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bidang sosial. Sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara nasional sejak 
tahun 2013, Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) juga 
dilaksanakan di provinsi Sulawesi Barat dengan menyentuh lima kabupaten. Salah 
satu kabupaten yang mendapatkan program Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 
Kabupaten Mamasa.
3
 
Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan kepada upaya 
membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan 
pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi 
keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat 
yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan (PKH) secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 
akan mempercepat pencapaian.
4
 
Tujuan utama SDGs (Substainable Development Goals), setidaknya terdapat 
salah satu komponen SDGs yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan 
berkualitas, kesetaraan gender dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan, secara 
tidak langsung akan terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu 
pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, 
                                                             
 
3
Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga 
Harapan, 2016, h. 9. 
4
Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 
2017, h. 1. 
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pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu 
melahirkan.
5
 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mamasa merupakan salah 
satu program perlindungan sosial yang betujuan untuk menjangkau masyarakat 
prasejahtera atau masyarakat kalangan kelas ekonomi kebawah. Program ini 
direalisasikan dengan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM). Berdasarkan data awal yang penulis peroleh menyebutkan bahwa 
jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mamasa yaitu 
sebanyak 730 orang. Sedangkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Kecamatan Mambi sebanyak 45 orang.
6
 
Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mamasa mengalami masalah-
masalah umum dalam implementasi seperti adanya oknum yang melakukan pungutan 
liar mengatas-namakan Dinas-Dinas terkait dan melakukan pemotongan dana, selain 
itu, tenaga penyalur dari Program Keluarga Harapan masih minim sehingga dalam hal 
implementasi kepada masyarakat bekerjasama dengan PT Pos Cabang Mamasa.
7
 
Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk membantu kelompok 
sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain 
memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran 
konsumsi. Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi 
                                                             
5
Substainable Develepment Goals (SDGs), Tujuan Utama SDGs, Sumber: “www.sdgs.go.id 
(12 Oktober 2017). 
6
Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Data Penerima PKH , 2016, h. 11. 
7
Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 
2017, h. 2. 
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angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM), dan merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif 
kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.
8
 
Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti  persyaratan. Persyaratan tersebut terkait 
dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya Program 
Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku 
penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bersekolah dan mengakses 
fasilitas kesehatan.
9
 
Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga 
tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat 
minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga 
sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi 
kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan kematian bayi. Angka kematian bayi 
pada kelompok penduduk berpendapatan terendah pada tahun 2003 adalah 61 persen, 
sedangkan pada kelompok berpendapatan tertinggi tinggal 17 persen. Tingginya 
angka kematian ibu ini disebabkan oleh tidak adanya kehadiran tenaga medis pada 
kelahiran, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan tindakan, atau 
                                                             
 
8
Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga 
Harapan, 2016, h. 10. 
9
Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga 
Harapan, 2016, h. 11. 
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masih banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih tenaga kesehatan 
tradisional daripada tenaga medis lainnya.
10
 
Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin berdampak pada tidak 
optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada tahun 
2003, angka kematian balita pada kelompok penduduk berpendapatan terendah 
adalah 77 persen per 1000 kelahiran hidup, sementara pada kelompok penduduk 
berpendapatan tertinggi hanya 22 persen per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2000-
2005, terdapat kecenderungan bertambahnya kasus gizi kurang yang meningkat dari 
24,5 persen pada tahun 2000 menjadi 29 persen pada tahun 2005.
11
 
Gizi kurang di Kabupaten Mamasa berdampak buruk pada produktivitas dan 
daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkannya terperangkap dalam siklus 
kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat 
menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang umumnya 
buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah. Sebagian dari 
anak-anak keluarga sangat miskin ada juga yang sama sekali tidak mengenyam 
bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah. Meskipun angka partisipasi 
sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah 
atau tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi 
                                                             
10
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2016, 
7016, h. 12. 
11
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Angka Kemiskinan dan Gizi Buruk 
Indonsesia, 2003, h. 21. 
6 
 
penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam 
lingkaran kemiskinan.
12
 
Berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Mamasa, 
khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi RTSM perlu ditingkatkan 
sejalan dengan upaya pemerintah membangun sarana dan prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta meluncurkan program-program yang ditujukan bagi keluarga miskin. 
Masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan 
dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM 
(demand) maupun sisi pelayanan (supply). Pada sisi RTSM, alasan terbesar untuk 
tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari 
nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya 
untuk kesehatan, RTSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan 
kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan.
13
 
Sementara itu, permasalahan pada sisi supply yang ada di Kabupaten Mamasa 
menyebabkan rendahnya akses RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain 
adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh 
RTSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM serta jarak antara tempat 
tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi 
penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan.
14
 
                                                             
12
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Dari sisi kebijakan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan cikal 
bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. 
Program Keluarga Harapan (PKH) yang mewajibkan RTSM menyekolahkan dan 
memeriksakan kesehatan anak-anaknya, serta memeriksakan ibu hamil, akan 
membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan 
bagi anak-anaknya. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak 
pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM yang bekerja. Sebaliknya hal ini 
menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan 
pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka 
berada.
15
 
Salah satu tujuan akhir dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 
meningkatkan partisipasi sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. 
Menurut data BPS masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak berada dalam 
sistem persekolahan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka 
keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem persekolahan harus ditingkatkan. 
Sebagian besar dari mereka yang pada usia sekolah tidak berada dalam sistem 
persekolahan biasanya mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup 
besar.
16
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Untuk meningkatkan partisipasi sekolah Program Keluarga Harapan (PKH) 
harus dapat menjaring mereka yang berada di luar sistem persekolahan termasuk 
mereka yang menjadi pekerja anak. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 
terutama untuk daerah yang diduga banyak terdapat pekerja anaknya akan dibekali 
dengan pengetahuan berkaitan dengan bimbingan kepada pekerja anak dalam rangka 
mempersiapkan mereka kembali ke bangku sekolah. Dengan demikian, Program 
Keluarga Harapan (PKH) membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang 
mengintervensi sisi supply dan demand, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, 
koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta antar pemangku 
kepentingan (stakeholders).
17
 
Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
(PKH) harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan Program 
Keluarga Harapan (PKH) memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. 
Untuk itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diikuti dengan 
program monitoring dan evaluasi yang optimal.
18
 
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mendorong perubahan 
perilaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bersekolah dan 
mengakses fasilitas kesehatan, tetapi selama ini dari pihak pembuat kebijakan tidak 
mengharuskan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar menggunakan uang 
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bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk akses pendidikan maupun 
kesehatan. Hal ini belum sejalan dengan tujuan awal pemberian bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH), sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai ketepatan 
sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berarti apakah bantuan yang 
diterima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) digunakan untuk hal yang 
menunjang tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).
19
 
Namun kenyataan yang penulis jumpai tidak sesuai dengan wacana yang 
dikemukakan oleh pemerintah setempat, baik dari proses pendataan yang berhak 
menerima Program Keluarga Harapan maupun pada saat penyaluran. Salah satu 
permasalahan pada saat penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi 
dari 45 orang Rumah Tangga Sangat Miskin yang telah terdata sebagai penerima 
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hanya sekitar 30 orang yang mendapat 
bantuan. Hal ini sangat miris ditambah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh 
masyarakat Kecamatan Mambi, juga adanya oknum-oknum tertentu yang 
menyalahgunakan bantuan Program Keluarga Harapan yang diperuntuhkan bagi 
Rumah Tangga Sangat Miskin tersebut.
20
 
Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan 
Mambi Kabupaten Mamasa”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian ini merupakan batasan penulisan agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti. Olehnya itu yang penulis fokuskan pada penulisan skripsi ini ialah 
implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten 
Mamasa. 
2. Deskripsi Fokus  
 Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 
berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini, yaitu 
“Implementasi program keluarga harapan di kecamatan mambi kabupaten mamasa”. 
Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 
a. Implementasi 
Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Keberhasilan implementasi 
dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai 
bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis 
yang ditandai dengan: interaksi antar aktor-aktor, kapasitas pelaksanaan lapangan, 
strategi penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi.
21
 
b. Program Keluarga Harapan (PKH) 
Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan Program 
Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang 
                                                             
21
 Wahab, Solichin Abdul, Analisis kebijakan dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi 
Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 23. 
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memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka 
untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan 
program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan 
bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai 
program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. 
Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi 
anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak 
balita, atau bagi ibu hamil).
22
 
c. Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa 
Merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Barat yang 
termasuk kategori penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan 
(PKH). Kecamatan Mambi merupakan daerah yang belum terjamah dengan 
globalisasi dan rata-rata masyarakat Kecamatan Mambi termasuk kategori miskin 
ditambah sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang. Salah satunya akses 
jalan menuju Kecamatan Mambi yang masih memprihatinkan sehingga menjadi 
hambatan bagi masyarakat dalam melakukan perdagangan dan distribusi hasil 
pertanian.
23
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C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan 
dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Kemudian diuraikan dalam beberapa 
submasalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Mambi Kabupaten  Mamasa ? 
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi Program Keluaraga Harapan 
(PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mambi ? 
D. Kajian Pustaka/ Penelitian  Terdahulu 
Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk 
memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 
Implementasi Program Keluarga (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk 
mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 
1. Fitri Puspitasari Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, menulis sebuah skripsi pada tahun 2015, yang berjudul 
„‟Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten 
Bantul‟‟. dalam penelitian tersebut lebih spesifik untuk mengangkat 
permasalahan bagaimana dinamika peranan pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul yaitu bagaimana perannya pendamping 
dalam program keluarga harapan yang dilakukan di Kabupaten Bantul?apa 
harapan pendamping dan harapan peserta dalam Program Keluarga Harapan 
(PKH)? Dan juga apa kendala yang dihadapi oleh pendamping dan bagaimana 
solusinya ketika pendamping dihadapi permasalahan, untuk menjawab 
rumusan permasalahan diatas peneliti melakukan observasi, wawancara 
dengan subyek penelitian seperti pendamping Program Keluarga Harapan 
(PKH), Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten, dan 
13 
 
peserta Program Keluarga Harapan (PKH), disertai dengan pengambilan data 
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pendamping 
dalam program keluarga harapan yang dilakukan di Kabupaten Bantul adalah 
bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta Program 
Keluarga Harapan (PKH) tentang prosedur yang harus dilalui, validasi data 
peserta Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan motivasi, pengawasan 
dan pendampingan kepada peserta PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) agar 
memenuhi kewajiban-kewajibannya, dan juga menjembatani peserta Program 
Keluarga Harapan (PKH) dengan pihakpihak lain yang terlibat di tingkat 
kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota, dan bertugas membuat laporan 
baik laporan harian, bulanan ataupun tahunan. 
2. Tri Ramadhan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadja Mada menulis 
sebuah Tesis pada tahun 2010 yang berjudul ”Implementasi Program Keluarga 
Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kelapa 
Gading, Kotamadya Jakarta Utara” Tesis ini membahas antara lain jalannya 
implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Ada 
beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi 
Program Keluarga Harapan (PKH), yakni indikator tepat waktu, tepat guna, 
dan tepat sasaran. Sementara itu indikator tambahan juga digunakan untuk 
menilai keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program 
pemberdayaan masyarakat, yakni pemberdayaan dengan kebijakan dan 
perencanaan, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, serta 
pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadartahuan. Semua indikator itu 
dilekatkan pada sub-bab masing-masing pada bab inti pembahasan. Kemudian, 
tidak lupa disertakan juga persepsi warga miskin di Kelapa Gading dalam 
menilai kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). 
3. Sri Masita Laluhang, menulis sebuah jurnal yang berjudul „‟Implementasi 
Program Keluarga Harapan‟‟ Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan 
yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu unit pengelolah Program Keluarga 
Harapan (PKH) kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan 
pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan 
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah antara lain:  pendataan calon 
peserta, sosialisasi, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, 
pengawasan. Hambatan pelaksanaan yang dihadapi: kendala geografis, 
kecemburuan sosial, kendala teknis dalam pencairan dana bantuan, dan 
kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan. 
Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan 
dilaksanakan yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan diteliti yaitu pada 
penelitian terhadulu lebih spesifik membahas pendamping Program Keluarga 
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Harapan dan implementasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Penelitian 
terdahulu juga menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dan lebih difokuskan pada Implementasi 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan berbeda. Baik 
dari segi persepsi kajian maupun dari segi metodologi. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam rangka umtuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkap 
masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu di 
kemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. 
1. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah pada 
halaman sebelumnya, penulis dapat kemukakan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui implementasi pelayanan Program Keluarga Harapan di 
Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Program Keluarga 
Harapan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
2. Kegunaan Pelitian  
a. Kegunaan Teoritis 
Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara 
lain: 
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1. Bagi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi 
Kesejahteraan sosial UIN Alauddin Makassar menjadi referensi atau tambahan 
informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa 
mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan 
Mambi Kabupaten Mamasa. 
2.  Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang Implementasi 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
3. Menambah wawasan berfikir tentang sistem penyaluran bantuan sosial melalui 
Program Keluarga Harapan (PKH). 
b. Kegunaan Praktis 
1. Memberikan informasi yang dapat diaplikasikan dikehidupan agar dapat 
membantu pemerintah meminimalisir angka kemiskinan di Kecamatan Mambi 
Kabupaten Mamasa. 
2. Memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan 
Program Keluarga Harapan yang peruntukkan bagi masyarakat miskin di 
Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Kebijakan Sosial 
Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang 
merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat 
publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat 
banyak. Kebijakan sosial juga adalah ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk 
mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial 
(fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai 
wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak warga negaranya. 
Dalam hal lainnya, kebijakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah aspek sosial, 
yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial 
adalah prinsip-prinsip, prosedur dan tata cara dari undang-undang yang telah ada, 
sebagai panduan administrasi dan regulasi pada lembaga yang mempengaruhi 
kesejahteraan masyarakat.
24
 Kebijakan sosial memiliki sejumlah dimensi, yakni: 
1. Sebagai suatu proses, kebijakan sosial dipandang sebagai dinamika 
perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosio-politik 
dan teknik-metodologi. 
2. Kebijakan sosial merupakan suatu proses tahapan atau pengembangan rencana 
tindak plan action. 
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3. Sebagai suatu produk, kebijakan sosial dipandang sebagai hasil akhir dari 
proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. 
4. Sebagai suatu kinerja atau performance atau pencapaian tujuan, kebijakan 
sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil implementasi 
produk kebijakan sosial.
25
 
 Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan 
memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah 
dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. 
Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan 
sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni: memecahkan 
masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
26
 Adapun agenda kebijakan sosial 
sebagai berikut: 
a. Perkembangan industrialisasi dan modernisasi. 
b. Perkembangan masalah sosial khusus. 
c. Perkembangan kependudukan dan urbanisasi. 
d. Pertumbuhan ekonomi dan tuntutan pemerataan. 
e. Perkembangan hubungan internasional.27 
Kegagalan kebijakan sosial seringkali terjadi bukan karena adanya kebijakan 
sosial itu sendiri, melainkan bersumber pada beberapa faktor lain: 
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1. Proses perumusan kebijakan yang tidak tepat. informasi yang kurang lengkap 
dan akurat, metodologi yang tidak tepat, atau formulasi kebijakan yang tidak 
realitis dapat menjadi penyebab gagalnya suatu kebijakan sosial. 
2. Tidak sejalannya perencanaan dan implementasi kebijakan. 
3. Kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
4. Orientasi kebijakan yang tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan 
masyarakat. 
5. Kebijakan yang terlalu kaku dan mengatur seluruh aspek kehidupan 
masyarakat sampai yang sekecil-kecilnya. 
6. Kebijakan bersifat top down dam etis dalam arti hanya melibatkan kelompok 
tertentu saja yang dianggap ahli. 
7. Kebijakan yang menganut bias profesional ini tidak memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengambil berpartisipasi 
dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
 28
 
Pembangunan adalah suatu tahap atau taraf dalam pertumbuhan, kemajuan 
dan perkembangan dari sebab akibat yang terencana. Apa yang diartikan Wickenden 
dalam bukunya lebih cenderung kepada suatu perubahan yang terencana. Konsep 
pembangunan sosial atau social development adalah sebagai aspek keseluruhan yang 
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 Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial, h. 110. 
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berhubungan dengan relasi-relasi sosial, sistem sosial, kebijakan sosial dan nilai-nilai 
yang berhubungan dengan hal tersebut.
29
 
B. Implementasi Kebijakan 
1. Pengertian Implementasi Kebijakan 
 Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Dewi Rahayu, mendefinisikan 
bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan 
keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk 
mengubah  keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun 
waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang 
dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan.
30
 
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 
Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa 
implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian im plementasi 
kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha 
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usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau 
dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
 31
 
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan 
atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan 
suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya 
akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran 
kebijakan itu sendiri. 
2. Implikasi dan Tahap-Tahap Implementasi 
Menurut Luankali yang dikutip Rahayu Kusuma Dewi dalam bukunya studi 
analisis kebijakan implikasi implementasi kebijakan secara ringkas mencakup hal-hal 
sebagai berikut. 
a. Pelaksanaan keputusan dasar, (undang-undang, peraturan pemerintah, atau 
keputusan eksekutif yang penting), atau keputusan pengadilan. 
b. Keputusan mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran yang jelas akan dicapai, 
berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. 
c. Implementasi berlangsung dalam proses dengan tahapan tertentu (pengesahan 
undang-undang menjadi output, keputusan atau aksi). 
d. Pelaksanaan keputusan. 
e. Kesediaan melaksanakan dari kelompok-kelompok sasaran. 
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f. Ada dampak yang dipersepsikan oleh badan-badan decision making 
(pengambilan keuptusan). 
g. Perbaikan-perbaikan penting yang dilakukan oleh perumus kebijakan. 
h. Rekomendasi untuk revisi astau melanjutkan kebijakan tersebut atau 
mengubah  dalam bentuk suatu kebijakan baru (a new policy).
 32
 
3. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan 
Faktor penentu implementasi kebijakan menurut Leo Agustino sebagaimana 
dikutip oleh Rahayu Kusuma Dewi, sebagai berikut: 
a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah. 
 Dalam hal ini, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan 
atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimat. Apabila 
publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh Karena legitimasinya, maka 
secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui berbagai 
bentuk kebijakan. 
b. Kesadaran untuk menerima kebijakan. 
 Bermain dalam ranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab 
pemerintah perlu merubah mindset warga. 
c. Ada tidaknya sanksi hukum 
Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif 
adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan 
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(kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena sanksi hukum yang 
dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya 
d. Kepentingan pribadi atau kelompok 
Subjek kebijakan (individu atau kelompok) sering memperoleh keuntungan 
langsung dari suatu kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu 
implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek 
kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan. 
e. Bertentangan dengan nilai yang ada 
Implementasi kebijakan pun berjalan tidak efektif apabila bertentangan 
dengan sistem nilai yang ada pada suatu daerah. 
f. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi. 
Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada 
kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek 
kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak. 
g. Wujudnya kepatuhan selektif 
Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan 
atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena sebagian besar 
masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakn lain. 
h. Waktu 
Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh 
faktor waktu. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang pada awalnya ditolak dan 
23 
 
dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat 
diterima oleh masyarakat. 
i. Sosialisasi 
Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu 
implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi 
merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan perbagai hal yang akan dilakukan 
dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang di formulasikannya. Tanpa 
sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai. 
j. Koordinasi antar-lembaga atau antar-organisasi 
Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan 
atau stakeholder. Oleh karena itu, koordinasi merupakan hal penting dalam menilai 
keefektifan suatu implementasi kebijakan.
33
 
C. Pelayanan Sosial 
Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa mengatakan bahwa pelayanan sosial, 
berbagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial individu, 
keluarga, dan kelompok, merupakan komponen penting dari wilayah perkotaan. 
Umumnya, layanan sosial adalah program-program yang mempekerjakan pekerja 
sosial atau profesional terkait dan diarahkan ke arah pencapaian tujuan kesejahteraan 
sosial. Sebuah definisi yang berbeda menggambarkan pelayanan sosial sebagai 
manfaat berwujud yang disediakan oleh badan-badan dan lembaga untuk 
memperbaiki disfungsi sosial dan mencegah masalah di fungsi sosial. Kedua definisi 
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menghubungkan layanan sosial untuk bidang yang lebih luas pelayanan kesejahteraan 
sosial, yang umumnya dianggap upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar 
manusia seperti pendapatan, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan 
pekerjaan. Pelayanan sosial meliputi konseling, informasi dan rujukan, pendidikan, 
sosialisasi, dan program kelompok rehabilitatif, serta layanan dukungan terkait.
34
 
Pelayanan sosial yang disampaikan oleh lembaga pelayanan sosial, di mana 
pekerja sosial adalah profesional utama, atau melalui organisasi-organisasi 
kesejahteraan sosial, seperti rumah sakit, di mana pekerja sosial hanya salah satu dari 
kelompok pekerja yang terlibat dalam menyediakan layanan ini. Misalnya, pelayanan 
publik kesejahteraan anak, di bawah naungan pemerintah negara bagian, upaya untuk 
menjamin keamanan anak-anak dengan berbagai program yang dirancang untuk 
melindungi anak-anak dalam keluarga yang kasar atau lalai, atau situasi dan untuk 
merestrukturisasi keluarga-keluarga atau situasi untuk menjamin keamanan masa 
depan anak-anak. Program seperti anak asuh, kelompok perlakuan perumahan, 
adopsi, dan layanan keluarga pelestarian mencerminkan tanggung jawab pemerintah 
telah diasumsikan untuk perawatan dan keselamatan anak-anak. Dibidang 
kesejahteraan anak, pekerja sosial menyediakan sebagian besar layanan ini, tetapi 
dalam bidang kesehatan mental, pekerja sosial bekerja sama dengan psikiater, 
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perawat psikiatri, psikolog, terapis seni, dan berbagai profesional lain untuk 
menyediakan layanan yang komprehensif untuk sakit mental.
35
 
Pelayanan sosial yang umum di daerah perkotaan di mana metode tradisional 
kebutuhan sosial yang memuaskan telah dirobohkan. Keluarga, sistem kekerabatan, 
gereja, dan sistem membantu informal sering tidak dapat memecahkan masalah yang 
luar biasa dari kemiskinan, perumahan yang tidak memadai dan tidak aman, 
kecanduan obat, dan gangguan kesehatan yang serius. Banyak orang yang 
menggunakan sistem pelayanan sosial telah mencoba untuk memenuhi kebutuhan 
sosial mereka melalui sistem informal, tapi entah sistem-sistem telah gagal untuk 
memenuhi permintaan atau upaya untuk memperoleh bantuan belum memadai. 
Dalam kedua kasus, sistem pelayanan sosial telah menggantikan sistem tradisional 
yang lebih informal dan telah menjadi aspek penting dari kehidupan perkotaan.  
Pelayanan sosial menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial.
36
 
Kebijakan kesejahteraan sosial secara luas didefinisikan sebagai kebijakan 
yang ditentukan oleh undang-undang yang menetapkan disposisi masyarakat 
sehubungan dengan masalah tertentu atau masalah, pedoman pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang itu, dan keputusan peradilan. Karena sifat sangat politis 
pengembangan kebijakan, pelayanan kesejahteraan sosial di Amerika Serikat telah 
mengembangkan secara bertahap, bukan dengan cara yang komprehensif, rasional, 
sehingga sistem yang kadang-kadang penuh dengan tumpang tindih, bahkan kadang-
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kadang bertentangan, layanan. Satu deskripsi klasik dari pelayanan kesejahteraan 
sosial mengidentifikasi dua konsepsi yang berbeda dari kesejahteraan sosial dan 
institusional sisa. Yang pertama menyatakan bahwa lembaga-lembaga kesejahteraan 
sosial harus datang ke dalam bermain hanya setelah struktur tradisional pasokan-
pasar, asosiasi sukarela dan organisasi, dan keluarga-rusak. Hanya ketika saluran-
saluran informal gagal untuk membantu individu memenuhi kebutuhan mereka, 
seperti dalam penyakit, depresi ekonomi, dan sebagainya, harus langkah sistem 
kesejahteraan sosial masuk demikian, gagasan ini menganggap pelayanan 
kesejahteraan, termasuk pelayanan sosial, sebagai sementara. Konsepsi kedua dari 
kesejahteraan sosial, di mana pelayanan sosial dianggap sebagai normal, fungsi “baris 
pertama” dari sebuah masyarakat industri modern, percaya bahwa menyediakan 
layanan untuk membantu individu mencapai pemenuhan diri adalah fungsi yang sah 
dari masyarakat. Dengan demikian, layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan 
dasar kelangsungan hidup individu tetapi juga mereka yang bertujuan pada kebutuhan 
relasional, pendidikan, dan rehabilitatif dilihat sebagai komponen penting dari 
kehidupan perkotaan modern. Kedua keyakinan yang sangat berbeda tentang peran 
dan tempat kesejahteraan sosial dalam masyarakat saat ini sering di tengah 
perdebatan politik yang sedang berlangsung tentang kesejahteraan sosial.
37
 
Kebanyakan layanan sosial dibagikan atau dibuat tersedia dalam konteks 
lembaga atau organisasi, dan jenis dari sponsor adalah salah satu karakteristik yang 
                                                             
37
Kadar Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, Sumber: “http :// kodar social welfare. 
blogspot.co.id /2011/12/ pelayanan-sosial.html (13 Oktober 2017). 
27 
 
mendefinisikan lembaga pelayanan sosial. Ada kedua lembaga publik dan swasta, dan 
lembaga swasta dapat berupa mencari keuntungan atau tidak-untuk-keuntungan. 
Kebanyakan lembaga nirlaba bergantung pada beberapa sumber yang berbeda 
pendanaan-kontrak dengan lembaga-lembaga publik, hibah dari perusahaan, dan 
sumbangan dari perorangan, gereja, dan usaha kecil. Agen dapat sektarian atau 
nondenominasional, tetapi mereka biasanya memiliki dewan direksi yang fiskal dan 
hokum bertanggung jawab atas badan. lembaga nirlaba dimiliki oleh orang atau 
perusahaan yang mengharapkan untuk mewujudkan keuntungan dalam kembali untuk 
menyediakan layanan. Mereka aktif mencari klien yang dapat membayar untuk 
layanan atau yang memiliki asuransi yang menutupi biaya.
38
 
Karakteristik lain yang digunakan untuk menggambarkan lembaga pelayanan 
sosial adalah usia populasi klien (organisasi pemuda atau program untuk lansia), 
pengaturan (adalah lembaga berbasis masyarakat atau tidak menyediakan layanan 
kelembagaan), dan jenis layanan yang ditawarkan (darurat perumahan, konseling dan 
advokasi, bantuan hukum, dan sebagainya).
39
 
Dalam masyarakat hari ini, klien pelayanan sosial mencakup tidak hanya 
populasi rentan miskin dan lainnya, tetapi juga individu yang mampu untuk 
membayar layanan dan mungkin melakukannya ketika mencari bantuan dari lembaga 
tertentu. Misalnya, pelayanan sosial yang disediakan oleh rumah sakit yang tersedia 
untuk semua pasien, yang dilindungi oleh asuransi serta mereka yang miskin. 
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Pelayanan sosial di rumah sakit akan membantu sebuah keluarga kelas menengah 
mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah untuk pasien setelah keluar serta mencari 
panti jompo untuk pasien di Medicaid. Secara pribadi, lembaga konseling nirlaba, 
keluarga pada tingkat pendapatan tertentu mungkin diminta untuk membayar biaya 
untuk terapi keluarga berdasarkan skala geser ditentukan oleh agen, tetapi 
menyediakan layanan untuk keluarga miskin tanpa biaya.
40
 
Meskipun sejumlah disiplin menyediakan fungsi pelayanan sosial, pekerjaan 
sosial adalah bidang profesional utama yang terkait dengan memberikan layanan ini. 
Akar terletak kerja sosial dalam dua abad kesembilan belas gerakan untuk 
menghadapi masalah urbanisasi dan industrialisasi-amal masyarakat organisasi dan 
gerakan rumah pemukiman. The "pengunjung ramah" masyarakat organisasi amal 
berusaha untuk mengeluarkan amal bagi individu dan keluarga yang membutuhkan 
dengan cara ilmiah dan sistematis dan pendahulu dari pekerja sosial dan individu 
praktisi pekerjaan sosial. Mereka cenderung percaya bahwa beberapa cacat atau cacat 
dalam individu menyebabkan masalah bahwa seseorang yang berpengalaman.
41
 
Di sisi lain, pekerja rumah penampungan, yang tinggal di masyarakat di mana 
mereka bekerja, cenderung untuk melihat masalah sosial dan ekonomi sebagai akibat 
dari ketidakmampuan masyarakat untuk merawat rakyatnya. Mereka memusatkan 
upaya mereka pada tindakan kolektif dan reformasi. Para pekerja ini terinspirasi 
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generasi penerus dari para pekerja sosial untuk membantu individu dalam kelompok 
dan membujuk masyarakat untuk menyediakan lingkungan pengasuhan yang lebih 
bagi individu dan keluarga. Saat ini, pendidikan pekerjaan sosial berfokus pada 
pelatihan profesional untuk bekerja dengan individu, keluarga, masyarakat, dan 
kelompok lain untuk meningkatkan hubungan antara individu dan dunia di mana 
mereka tinggal.
42
 
Pelayanan sosial membangkitkan sejumlah tanggapan politik yang berbeda. 
Sosiolog dan pekerja sosial yang radikal sering kali percaya bahwa layanan sosial 
berkontribusi terhadap penyangkalan masalah sosial yang nyata dan melayani untuk 
menenangkan orang. Salah satunya, misalnya, menunjukkan bahwa layanan sosial 
mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang lebih besar dan 
mengingkari potensi terbesar bagi kehidupan untuk klien mereka. Dia mengatakan 
bahwa layanan sosial memerlukan klien untuk menerima perilaku dan peran sendiri 
yang sesuai dengan tradisional, visi konservatif dari masyarakat yang baik. 
Konservatif, di sisi lain, objek untuk uang yang dihabiskan untuk pelayanan sosial 
dan bersikeras bahwa program seharusnya hanya sisa. Program preventif seperti 
pendanaan "basket malam" untuk menyediakan pemuda perkotaan dengan alternatif 
untuk kejahatan dikenakan oposisi terbesar dari banyak konservatif. Liberal sering 
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putus asa dari sistem pelayanan sosial juga, setuju bahwa sistem hanya menyediakan 
"Band Aids" dan tidak mengatasi masalah mendasar masyarakat.
 43
 
Masalah perkotaan, seperti tunawisma, kekerasan dalam rumah tangga, AIDS, 
penyalahgunaan zat, kriminalitas, kesehatan terbatas, dan pengangguran, akan terus 
membanjiri struktur kota-kota kita dan pinggiran kota. Keluarga akan terus berubah 
strukturnya, memerlukan konsep-konsep baru untuk membesarkan dan merawat 
anak-anak. Pelayanan sosial, karena mereka ada saat ini, tidak bisa cukup mengatasi 
semua masalah ini, juga tidak pasti, dalam iklim politik saat ini, bahwa layanan sosial 
akan dianggap penting untuk solusi dari masalah tersebut.
44 
D. Pemberdayaan 
Kata “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, mengandung dua pengertian yaitu: 
pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti 
to give ability to or enable. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi 
kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. sedang 
dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau 
keberdayaan. konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana 
kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik 
dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun 
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dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. memberdayakan masyarakat adalah 
upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 
kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan 
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.
45
 
Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu 
untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, 
budaya, dan politik masyarakat. perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah 
proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat 
dinikmati bersama. begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang 
menghasilkan. proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat 
dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui penciptaan 
akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada 
gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh 
seluruh rakyat. dan proses transpormasi ini harus dapat digerakan sendiri oleh 
masyarakat.
46
 
Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam 
tiga kelompok. Pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada 
sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan 
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sosial ekonomi masyarakat. Kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah 
pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Ketiga, kebijaksanaan khusus 
yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.
47
 
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa 
kegiatan: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang (enabling). kedua, memperkuat potensi atau daya yang 
dimiliki oleh masyarakat (empowering). ketiga, memberdayakan mengandung pula 
arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, 
setiap anggota masyarkat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus 
dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena 
kalau demikian akan mudah punah.
48
 
Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap 
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu 
pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan 
suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan 
berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang 
(upportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
49
 
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengorganisasian masyarakat 
yang dimulai dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi di masyarakat, kemudian 
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menyusun urutan prioritas masalah. Setelah prioritas masalah diperoleh, lalu 
masyarakat mengupayakan untuk mencari sumberdaya baik yang ada di masyarakat 
itu sendiri maupun di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Sumberdaya 
tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang ada melalui 
tindakan-tindakan yang diperlakukan dengan cara kerjasama dengan anggota 
masyarakat lainnya.
50
 
 Jadi pada dasarnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat adalah suatu 
proses kegiatan masyarakat yang bersifat setempat yang ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pengalaman belajar dan 
secara bertahap dikembangkan pendekatan yang besifat partisipatif dalam bentuk 
pendelegasian wewenang dan pemberian peran yang semakin besar kepada 
masyarakat.
51
 
Menurut Wiku Adisasmito yang dikutip oleh Dedi Alamsyah berpendapat 
bahwa pemberdayaan adalah terjadinya dari empowerment. Mengandung dua 
pengertian memberikan kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas 
kepihak lain atau memberi kemampuan.
52
 Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dilakukan program pendampimgan pada 
masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan 
yang bertumpu pada masyarakat, dimana pola pendekatan yang akan digunakan 
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adalah bot tom up, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu 
sendiri.
53
 
E. Program Keluarga Harapan (PKH) 
1. Defenisi Program Keluarga Harapan (PKH) 
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya akan disingkat PKH adalah 
program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu 
dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. 
Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan 
melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini 
secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau 
program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di 
fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas 
kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).
54
 
2. Tujuan PKH 
Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus 
rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah 
perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling 
miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target 
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Millennium Development Goals (MDGs).Selain hal tersebut, masih terdapat  beberap 
atujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum. Secara khusus, 
tujuan PKH terdiri atas: 
a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; 
b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; 
c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di 
bawah 6 tahun dari RTSM; 
d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok 
orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga 
batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per 
bulan di bawah garis fakir miskin.
55
 
3. Sasaran Penerima Bantuan PKH 
Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan 
memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak 
balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan 
SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. 
Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 
kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima 
bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga 
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yang bersangkutan (dapat nenek, tante atau bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu 
peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu atau wanita yang mengurus anak, 
bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH 
ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan 
digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan 
untuk kererluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya.
56
 
4. Ketentuan Penerima PKH 
Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang 
terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan 
diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti 
ketentuan yang diatur dalam program. Agar penggunaan bantuan dapat lebih efketif 
diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus 
diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang 
bersangkutan (dapat nenek, tante atau bibi atau kakak perempuan). Kewajiban 
penerima PKH adalah sebagai berikut: 
a. Berkaitan dengan kesehatan RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH 
diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat 
anggota keluarga terdiri dari anak 0-6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Apabila 
terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM 
tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan. 
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b. RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan 
persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 
tahun. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI 
atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di 
kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran 
berlangsung.
57
 
5. Landasan Program Keluarga Harapan 
Pada awalnya PKH dibawah menkokesra, namun mulai tahun 2010 berada 
dibawah sekertaris wakil Presiden (Sekwapres). PKH didasarkan pada Peraturan 
Presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulanggan 
kemiskinan, dan Intruksi Presiden (Impres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program 
Pembangunan yang Berkeadilan.
58
 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan 
kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. 
Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:(1) menguranggi 
pengeluaran masyarakat miskin,(2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan 
masyarakat miskin, (3) menggembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro 
dan kecil, (4) mensinergikan kebijakan dan program penaggulangan kemiskinan.
59
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Adapun program kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial 
terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaaan masyarakat, kelompok penaggulanggan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program-program lain yang 
secara langsung atau tidak langsung dapat meninggkatkan kegiatan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat miskin.
60
 
Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program pembanggunan 
yang berkeadilan, memuat pelaksanaan program-program pembangunan yang 
berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all), dan 
pencapaian tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals- 
MDGs).
61
 Landasan Hukum pemberian PKH adalah: 
a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional. 
b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin. 
c. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai 
Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). 
Adapun Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan : 
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a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-
KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" 
tanggal 21 September 2007 
b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang 
"Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 
Januari 2008. 
c. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga 
Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD". 
d. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program 
Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD". 
e. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga 
Harapan. 
6. Besaran bantuan 
Besaran bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH tidak disamaratakan, tidak 
seperti BLT. Akan tepai mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel 
berikut: 
Tabel 2.I 
Skenario Bantuan PKH 
Skenario Bantuan Bantuan/RTSM/Tahun 
Bantuan tetap Rp. 200.000 
Bantuan RTSM yang memiliki: Rp. 800.000 
a. Anak usiah di bawah 6 tahun  
40 
 
b. Ibu hamil/menyusui  
c. anak peserta pendidikan setarah SD/MI Rp. 400.000 
d. anak peserta pendidikan setarah SMP/MTs  Rp. 800.000 
Rata rata bantuan per RTSM Rp. 1.390.000 
Bantuan Minimum per RTSM Rp. 600.00 
Bantuan Maksimum per RTSM Rp.2.200.0000 
 Sumber: Buku Pedoman umum PKH Tahun 2013 
1. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi  RTSM dengan anak di bawah 6 tahun 
atau ibu hamil besar bantuan tidak di hitung. 
2. Besar bantuan adalah 16% rata rata pendapatan RTSM per tahun. 
3. Batas maksimum dan minimum adalah antara 15-25% pendapatan rata rata 
per tahun 
Adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar bantuan 
yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Contoh variasi besar bantuan baik per 
tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga. 
Apabila besar bantuan yang diterima RTSM melebihi batas maksimum yang 
ditetapkan sebagaimana digambarkan pada contoh 7 tabel 5, maka untuk dapat 
menjadi peserta PKH seluruh anggota RTSM yang memenuhi persyaratan harus 
mengikuti ketentuan PKH. 
Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka 
besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut: 
1. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka 
bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,- 
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2. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka 
bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,- 
3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka 
bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,- 
4. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, 
maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.
62
 
F. Konsep Kemiskinan 
Kemiskinan adalah fenomena sosial struktural yang berdampak krusial 
terhadap keberhasilan pembangunan (Indeks Pembanguan Manusia) dan memiliki 
dampak yang sangat nyata dimasyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik 
dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada 
pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumberdaya 
manusia.
63
 
Tanggung jawab kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab satu 
kementerian, sektor atau bidang tertentu sehingga pemerintah membuat kebijakan dan 
program yang proporsional. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, 
pemerintah mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin 
dengan membuka akses atau peningkatan jangkauan masyarakat tidak mampu/miskin 
terhadap pelayanan publik kesehatan dan pendidikan, atau yang lebih dikenal dengan 
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Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk keluarga miskin yang berfokus 
pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya bidang pendidikan dan 
kesehatan.
64
 
Misi Program Keluarga Harapan mengupayakan perubahan perilaku dan pola 
pikir keluarga peserta terhadap kesehatan anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan 
anak-anak rumah tangga sangat miskin. Kebijakan dan misi yang baik ada kalanya 
tidak sesuai dengan cita-cita atau harapan yang akan dicapai kadang justru 
memiskinkan masyarakat secara struktural, hal demikian dapat terjadi pada kebijakan 
pemerintah yang tidak tepat sasaran, seperti yang dapat terungkap bahwa ada 
kecenderungan masyarakat miskin yang mendapat bantuan tunai untuk pendidikan 
anak justru dipergunakan untuk konsumsi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini 
dikarenakan Program penanggulangan kemiskinan perlu penanganan yang 
komprehenshif terpadu, sinergi dan berkelanjutan.
65
 
Secara garis besar Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan 
menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk 
memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi 
dam menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan. Begitu pula 
dengan implementasi program implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 
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mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program sehingga 
peneltian menggunakan variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana dan 
struktur birokrasi.
66
 
G. Kemiskinan dalam Perspektif Islam 
Alquran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu 
al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-‟ailat (mengalami kekurangan), al-
ba‟sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail (peminta), al-mahrum 
(tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu‟tarr (yang perlu dibantu) dan 
al-dha‟if (lemah).67 
Kesepuluh kosakata di atas menyandarkan pada satu arti/makna yaitu 
kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan 
masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Sebagaimana Firman Allah 
swt dalam QS.At-Taubah ayat 60 sebagai berikut: 
                                   
                        
Terjemahnya: 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
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untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
 68
 
Dari ayat di atas diketahui bahwa yaang berhak menerima zakat adalah orang 
fakir yaitu orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga 
untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup 
penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Pengurus zakat yaitu orang yang 
diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf yaitu orang kafir 
yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya 
masih lemah memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan muslim yang 
ditawan oleh orang-orang kafir, orang berhutang karena untuk kepentingan yang 
bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk 
memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia 
mampu membayarnya. Pada jalan Allah (sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan 
Islam dan kaum muslimin di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa 
fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan 
sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
69
 
Kemiskinan menurut Islam, disebabkan oleh beberapa faktor. Terkait dengan 
skripsi ini, sangat erat kaitannya. Oleh karena itu, pada penulisan skripsi ini berfokus 
pada masyarakat miskin dan upaya pemberdayaan dalam konsep Islam adalah zakat. 
 
                                                             
68
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Makassar: PT 
Karya Toha Putra, 2015), h. 79. 
69
Yusuf al-Qardhawy, Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, (Surabaya : Bina 
Islam,1996), h. 22-24. 
45 
 
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lakasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah peneltian kualitatif, yaitu suatu penelitian 
kontekstual yang menjadikan manusia instrumen, dan disesuaikan dengan situasi 
yang wajar dalam kaitanya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat 
kualitatif.
70
 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format 
deskriptif kualitatif. Whitney yang dikutip Muh Khalifah Mustamin berpendapat 
bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pencarian fakta dengan 
interpensi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 
masyarakat serta situasi-situasi tertentu.
71
 Penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena 
realitas itu kepermukaan sebagai suatuciri, karakter, model, tanda atau gambaran 
tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.
72
 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan 
penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian tentang 
implementasi program keluarga harapan kecamatan mambi kabupaten mamasa. 
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, 
Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan lebih mudah untuk 
jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta dianggap perlu untuk melakukan 
penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah ini. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan keilmuan 
untuk membahas objek penelitian. Pendekatan keilmuan yang penulis maksud adalah 
ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu terapan yang 
mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran, serta metodologi yang dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
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Disiplin ini menekankan pada penilaian assessment dan intervensi sosial.  
Intervensi sosial merupakan metode perubahan sosial terencana yang bertujuan 
memfungsikan kembali fungsi sosial seseorang, kelompok, maupun masyarakat. Ilmu 
kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan intervensi sosial memiliki 3 ruang 
lingkup , yaitu mikro, mezzo, dan makro. Level mikro membahas intervensi sosial di 
tingkat individu, keluarga, dan kelompok kecil; level mezzo membahas intervensi 
sosial di tingkat komunitas; dan level makro membahas intervensi sosial di tingkat 
masyarakat yang lebih luas.
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Pendekatan yang dilakukan terhadap pendamping dan penyelenggara Program 
Keluarga Harapan dan peneliti ini diarahkan pada pengungkapan pola fikir yang 
digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya, dalam ungkapan lain pendekatan 
tujuan utama peneliti menerapkan pendakatan ini, agar mempermudah peneliti 
memahami proses implementasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh 
pendamping dengan ketetapan dan mengikuti norma yang berlaku dalam kehidupan 
masyarakat Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 
1. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis 
dilapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan 
wawancara, observasi dan hasil wawancara oleh informan yang telah penulis 
tetapkan. Adapun informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data primer 
adalah: Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan 
Mambi sebanyak 1 (satu) orang, Pendamping UPPKH Kecamatan Mambi 
sebanyak 1 Orang, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mambi sebanyak 1 (satu) 
orang dan Penerima manfaat (klien PKH) yang ada di Kecamatan Mambi 
sebanyak 5 (lima) orang. 
a. Ketua UPPKH Kecamatan Mambi sebagai informan kunci. 
b. Pendamping UPPKH Kecamatan Mambi sebagai informan kunci. 
c. Para Peserta PKH/RTSM sebagai informan kunci. 
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d. Tokoh Masyarakat sebagai informan pendukung yang mewakili tokoh 
masyarakat di Kecamatan Mambi. 
2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 
primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait 
dalam permasalahan yang diteliti, yaitu bersumber dari profil Kecamatan 
Mambi dan dokumen yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebegai 
berikut: 
1. Observasi (Pengamatan) 
Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan 
pengamatan langsung tentang fenomena-fonomena yang ada kaitannya dengan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam observasi ini peneliti akan 
menjamah proses implementasi dan kendala dalam implementasi Program Keluarga 
Harapan yang ada di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 
2. Wawancara  
Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 
langsung kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam 
49 
 
dengan alat perekam. Anggapan yang perlu dipegang oleh penulis dalam 
menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan 
dapat dipercaya. 
b. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penulis. 
Wawancara dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data berupa 
informan, selanjutnya penulis dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut 
melalui pengolahan data secara komprehensif. Informan yang akan diwawancarai 
sebanyak lima (5) orang yang masing-masing terdiri dari dua (2) orang pengelolah 
dana bantuan Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Harapan Kecamatan Mambi,  
dua (2) orang penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi 
dan satu (1) orang dari pendamping Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamasa. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan, baik data-data tertulis, gambar, suara maupun gambar dan suara. 
Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada seperti 
dokumen-dokumen tertulis dalam hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini. 
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E. Instrumen penelitian 
Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 
operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penulis yang sebenarnya. 
Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 
dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang 
diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada 
hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan 
beberapa instrument sebagai  alat untuk mendapatkan data yang cukup valip dan 
akurat dalam suatu penelitian.  
Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 
digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 
meliputi; Wawancara (interview) dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah 
dipersiapkan, kamera (dokumentasi), alat perekam, pulpen dan buku catatan. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. 
Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis cacatan 
hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan 
pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan 
bagi yang lain.Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data kedalam 
bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan. 
Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai 
dari Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. 
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Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan 
focus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang 
terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran 
pengumpulan data (informan, situasi dan dokumen). Adapun tahapan analisis data 
yaitu sebagai berikut: 
1. Penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusunn dan 
memberikan kemungkinan adanya penariakan dan pengambilan tindakan. 
2. Reduksi data dalam proses ini penelitian dapat melakukan pemilihan-
pemilihan data yan hendak dikode mana yang di buang mana yang merupakan 
ringkasan, cerita-cerita apa yang berkembang. 
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. 
Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang 
utuh. Dan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan 
berlangsung juga merupkan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang 
ada. 
Tujuan melakukan verifikasi data, yaitu untuk memperoleh keabsahan data 
terkait implementasi dan hambatan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi 
Kabupaten Mamasa, agar tidak terjadi keselahan dalam penarikan kesimpulan yang 
peneliti lakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Selayang Pandang Kecamatan Mambi 
Kecamatan Mambi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mamasa Sulawesi 
Barat,Bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran antara bahasa mandar dan 
bahasa pattae. Mambi merupakan suatu bagian dari “Pitu Ulunna Salu“ yang 
memiliki arti “Tujuh Hulu Sungai” atau Tujuh wilayah kultural keadatan yang sudah 
memiliki tatanan adat yang kuat mendahului birokrasi formal yang ada di kabupaten 
mamasa. 
 Keberadaan Pitu Ulunna Salu bermula dari nenek moyang masyarakat PUS, 
yang disebut sebagai Nenek Pongkapadang, Melakukan pengembaraan dari Ulu 
Sa‟dang, Tana Toraja (Sulawesi Selatan) untuk mencari daerah baru di temani oleh 
kedua orang pengiringnya, masing-masing membawa gong pedang dan sepu‟ (sejenis 
kantung jimat-jimat, pakaian dan lain-lain).
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Perjalanan panjang tim ekspedisi kecil pongkapadang ke barat, ternyata betul-
betul sangat melelahkan. Lembah, sungai, gunung dan ngarai semua dilewati dengan 
tujuan mencari daerah tempat yang damai untuk menetap. Karena lelahnya saat tiba 
disebuah gunung yang tinggi, bersuhu dingin dibawah nol derajat celcius, salah 
seorang pengawal pongkapadang bernama mambulilling mengalami letih yang amat 
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sangat, pengawal itu kemudian pamit pada pongkapadang untuk pergi selama-
lamanya. 
Pada gunung tinggi dan bersuhu dingin tersebut pongkapadang besedih atas 
kepergian pengiringnya yang setia dan menguburkan mambulillin ditempat itu juga 
atas pengabdian yang setia hingga akhir pongkapadang mengabadikan nama gunung 
tersebut dengan mambulillin. Hingga sekarang gunung mambulillin yang biasa diliat 
dengan jelas dari dusun rante pongko menjadi legendaris dan merupakan salah satu 
objek wisata yang sangat prospek di Kabupaten Mamasa.
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 Perjalanan pongkapadang ke barat hingga kemudian menetap disuatu tempat 
yang kemudian hari disebut sebagai tabulahan adalah sebuah artefek ditandainya 
kebudayaan Pitu Ulunna Salu atau tujuh hulu sungai, kemudian menjadi melegenda 
untuk sebuah kawasan wilayah kehadatan meliputi seluruh Kabupaten Mamasa 
selanjutnya akan mekar lagu menjadi kabupaten pitu ulunna salu meliputi wilayah 
Mambi, rantebulahan, tabulahan dan bambang tentu dengan centrumnya berada di 
Mambi yang lasim disebut “Bumi Lantang Kada Nene” Sekarang Kecamatan Mambi 
disebut “Indokna Lantang Kada Nene, Lisuanna Ada‟ Pajai Kurin Lempo Kandean” 
Mambi digelar tempat bermusyawara dan menerima tamu-tamu, adanya Pitu Ulunna 
Salu pusat pertemuan adat, tamu adat dalam lingkup PUS maupun diluar PUS 
dilaksanakan di Mambi sehingga Mambi tepat menjadi pusat pemerintahan kabupaten 
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PUS nantinya. Itu juga didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai di Kota Tua 
Mambi. 
 To Rije‟ne artinya Air kosa kata ini adalah bahasa Makassar atau bahasa yang 
dipakai pada salah satu pusat kerajaan dan budaya disulawesi selatan  yaitu kerayaan 
gowa dan disebutkan manusia-manusia pertama di sulawesi selatan. Bila melihat 
nama-nama dari sebelas cucu Pongkapadang dan To Rije‟ne ada Daeng Matana di 
Mambi, Daeng Maroe di Taramanu (Ulu Manda), Daeng Kamahu di Sumahu 
memiliki kemiripan dengan nama-nama orang makassar. 
 Ibu kota kecamatan mambi berada pada kota mambi, pusat kegiatan yang ada 
di kecamatan mambi tersebut seperti pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan 
transportasi berpusat pada kota mambi. Mayoritas berpenduduk muslim, Mambi 
dikenal sebagai penghasil manggis dan sekarang ditambah dengan tanaman nilam, di 
kelurahan talippuki menghasilkan rotan, kakao, kopi dan beras. Mambi merupakan 
induk pemekaran dari tujuh wilayah yang ada di wilayah Pitu Ulunna Salu. Letak 
kecamatan Mambi sangat strategis karena dilalui Jalan Poros Mamuju-Toraja, 
Mamuju-Polewali, Mamasa Majene.
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 Kecamatan Mambi merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten 
Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang terbagi atas 13 Desa/Kelurahan dimana 
desa/kelurahan Mambi, Talippuki dan Salumaka yang memiliki dusun dan 
lingkungan terbanyak yaitu 8 dan 7 dusun/lingkungan. Kecamatan mambi termasuk 
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daerah dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi dan beriklim dingin yang 
secarah topografi merupakan daerah pegunungan. Adapun batas-batas Wilayah 
Kecamatan Mambi sebagai berikut: 
a. Seblah Utara berbatasan dengan Kecamatan Aralle; 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mehalaan; 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene; 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Bambang dan Rantebulahan Timur.78 
2. Kondisi Geografis 
Kecamatan Mambi secara umum mempunyai ciri geografis berupa daerah 
dataran tinggi didaerah pegunungan dan dikelilingi oleh batangan sungai-sungai 
dengan suhu udara rata-rata 24
O
 C, dimana perbedaan anatara suhu terendah dengan 
suhu tertinggi mencapai 5
O 
C-7
O
 C. Jumlah hujan rata-rata 140-180 hari/tahun. 
Keadaan ini menyebabkan struktur tana menjadi lebil sehingga menimbulkan bencana 
lonsor dan tak jarang menimbulkan banjir.  
3. Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Mambi 
Penduduk kecamatan mambi pada umumnya bermata pencarian sebagai 
petani. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti kakao, rotan, nilan, padi, kopi, 
cengke dan manggis. Bertani merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat 
kecamatan mambi, petani juga ada dua yaitu petani pemilik dan petani penggarap 
serta sebagian kecil masyarakat kecamatn mambi ada yang bergelut di bidan 
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pemerintah (PNS) ada juga yang berkelut di bidang perdanganggan. Adapun jenis 
mata pencarian masyarakat kecamatan mambi berdasarkan penjajakan terdiri dari 
PNS, Pengusaha, Pedagang, Petani, Tukang Bngunan, Buruh Tani, Buruh Bangunan 
dan Pegawai/ Guru honor. 
4. Struktur Organisasi Kecamatan Mambi 
Struktur Kecamatan Mambi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMAT 
LUKMAN,S.Pd, M.Si 
NIP.196608171991121003 
 
SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEUANGAN 
RUSDIANI MULA,S.IP 
NIP.197006212007011026 
 
SEKSI PEREKONOMIAN 
RUKMINI 
NIP.196006071983032012 
 
SEKCAM 
MUHAMMAD ILYAS,S.IP 
NIP.197310252007011018 
 
SEKSI PEMERINTAHAN 
BAHRUN,S.IP 
NIP.196809062007011035 
 
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 
Hj. SUKARTINI,S.Pd 
NIP.197208172009012001 
 
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 
JAMALUDDIN,S.Pd 
NIP.19830513200811004 
 
KELURAHAN MAMBI 
IRWAN,S.Pd.,M.Si 
NIP.196904211999031005 
 
KELURAHAN TALIPPUKI 
BADARUDDIN,S.Pd 
NIP.197411302006041020 
 
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 
JAMALUDDIN,S.Pd 
NIP.19830513200811004 
 
SUB. BAGIAN PROGRAM DATA 
RUSDIANI MULA,S.IP 
NIP.197006212007012026 
 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
MUH. HASBI,S.Pd 
NIP.19781232010011011 
 
DESA INDOBANUA 
TAMRIN 
 
TANJUG MANURUNG 
ABBAS 
 
DESA PAMOSEANG 
M.SABIR 
 
DESA TAPALINNA 
SYARIFUDDIN 
 
SONDONG LAYU 
HUSAIN,S.Pd 
 
SONDONG LAYUK 
HUSAIN,S.Pd 
 
DESA SALUDURIAN 
MAJAR RAHIM 
 
DESA SALUALO 
SYAMSUDDIN 
KARIM 
57 
 
 
 
 
 
Sumber: Profil Kecamatan Mambi Tahun 2017 
5. Visi dan Misi Kecamatan Mambi 
a. Visi Kecamatan Mambi yaitu mewujutkan Kecamatan Mambi maju, aman, 
tertip dan sejahtera. 
b. Misi kecamatan Mambi 
1) Meningkatkan kinerja aparat dan memberikan pelayanan prima. 
2) Memelihara dan mengembangkan segalah asek negara yang ada di wilayah 
Kecamatan Mambi yang berkoordinasi dengan pemerinta Kabupaten 
Mamasa. 
3) Bekerja sama dengan masyarakat dalam mengontrol semua jenis 
pembangunan diwilayah Kecamatan Mambi. 
4) Berupaya menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang demi 
meningkatkan   kesejahtraan masyarakat. 
5) Berkoordinasi dan bekerja sama dengan tropika dengan instasi terkait 
dalam meningkatkan keamanan dan kenyaman. 
6) Menerapkan motto “Mesa Kada Di Potuho Pantang Kada di Pomate” 
7) Bekerja secara maksimal dengan pemerintah tingkatkan kelurahan dan desa 
untuk melaksanakan misi dan mencapai visi. 
SEKSI PELAYANAN UMUM 
ABDUL ASIS,S.IP 
NIP.196408162007011026 
 
DESA SALUMAKA 
ARMAN D 
 
DESA SALUBANUA 
HARIS 
 
RANTEBULAHAN 
BUDIMAN 
 
DESA SENDANA 
BUDIARJO 
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6. Keadaan Penduduk 
a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminya 
 Penduduk merupakan aset bagi suksesnya kegiatan pembangunan. Oleh 
karena itu, peranannya akan dapat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah 
baik dalam skala regional maupun skala nasional. 
 Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kecamatan Mambi 
memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.752 jiwa yang terdiri dari 8.650 jiwa laki-
laki dan 9.775 jiwa perempuan yang semuanya berwarga negara Indonesia dengan 
jumlah kepala keluarga sebanyak 3.579 KK dan terdiri dari 150 RW dan 300 RT. 
Untuk mengetahui secara jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
No Jenis kelamin Jumlah (Jiwa) 
1 Laki-laki 8.650 
2 Perempuan  9.775 
 Jumlah 18.425 
  Sumber: Profil  Kecamatan Mambi Tahun 2017 
 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit 
dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 
8.650  jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.775 jiwa. 
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b. Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Mambi 
 
Sumber: Profil Kecamatan Mambi Tahun 2013 
7. Selayang Pandang UPPKH Kecamatan Mambi 
a. Kedudukan dan Wewenang 
Unit Pelaksana PKH Kecamatan (UPPKH) dibentuk di setiap Kecamatan 
yang terdapat peserta PKH. UPPKH Kecamatan Mambi merupakan ujung tombak 
PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH. Personil 
UPPKH Kecamatan Mambi terdiri dari Pendamping PKH. Jumlah Pendamping 
disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di Kecamatan Mambi. Satu 
orang Pendamping mendampingi dengan rasio 300 hingga 500 RTSM/KSM peserta 
PKH yang disesuaikan menurut kondisi daerah. Khusus untuk daerah pegunungan 
atau daerah yang sulit dijangkau rasio pendamping dan RTSM/KSM bisa lebih kecil 
dari ketentuan di atas.
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Persentase Penduduk Miskin Sebelum Pelaksanaan 
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b. Tugas dan Fungsi Pokok 
Pelaksanaan tugas sehari-hari, UPPKH Kecamatan Mambi bertanggung jawab 
kepada UPPKH Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Camat. Tugas dan 
tanggung jawab Pendamping PKH atau UPPKH Kecamatan Mambi secara umum 
adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. 
Wilayah kerjanya meliputi seluruh desa/kelurahan dalam satuan wilayah kerja di 
Kecamatan Mambi.
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Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UPPKH Kecamatan Mambi bertangg- 
ungjawab kepada UPPKH Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Camat 
setempat. Bila dalam satu wilayah Kecamatan terdapat lebih dari dua Pendamping, 
maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi Koordinator 
Pendamping tingkat Kecamatan. Adapun tugas utama Pendamping PKH Kecamatan 
Mambi adalah: (1) Melakukan Pemutakhiran Data. (2) Memfasilitasi dan 
menyelesaikan kasus pengaduan. (3) Mengunjungi rumah peserta PKH. (4) 
Melakukan koordinasi  dengan aparat  setempat  dan  pemberi  pelayanan pendidikan 
dan kesehatan. (5) Melakukan  pertemuan  bulanan  dengan  ketua  kelompok  dan  
seluruh peserta PKH. (6) Melakukan   temu   kunjung   bulanan   dengan petugas   
kesehatan   dan pendidikan di lokasi pelayanan. (7) Memberikan motivasi kepada 
peserta PKH dalam menjalankan komitmen. (8) Melakukan upaya yang sinergi antara 
                                                             
80Sumber: Profil UPPKH Kecamatan Mambi Tahun 2017, h. 11. 
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pendamping PKH dengan pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam 
pengisian formulir verifikasi. (9) Melakukan pencatatan dan pelaporan.
81
 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi UPPKH Kecamatan Mambi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Profil UPPKH Kecamatan Mambi Tahun 2017 
B. Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi 
Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah 
kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tak dapat berjalan. Kebijakan 
merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan dan bukan merupakan 
keputusan tunggal, tetapi terdiri dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu 
demi kepentingan rakyat banyak. Kebijakan publik dibuat untuk merespon masalah 
atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat. Seperangkat tindakan itu 
                                                             
81Sumber: Profil UPPKH Kecamatan Mambi Tahun 2017, h. 12. 
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terangkum dalam keputusan Pemerintah yang tertuang dalam undang-undang ataupun 
peraturan-peraturan pemerintah yang terkait. 
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk kebijakan 
publik subtantif, kebijakan subtantif merupakan kebijakan yang memberikan tekanan 
pada subject metter dari apa yang dibutuhkan warga. Jadi, PKH dikatakan sebagai 
kebijakan subtantif karena PKH merespon masalah kemiskinan di kalangan 
masyarakat serta berupaya untuk menyejahterakan masyarakat miskin suatu daerah 
melalui bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
82
 
Hal tersebut tertuang dalam Lampiran I Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008. Di 
dalam Peraturan Presiden tersebut Program Keluarga Harapan merupakan fokus ke 5 
butir (e) dalam prioritas peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dimana 
Program Keluarga Harapan dituangkan dalam kegiatan penyediaan bantuan tunai bagi 
keluarga sangat miskin yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, 
imunisasi, dan pemeriksaan rutin balita, menjamin keberadaan anak usia sekolah di 
SD/MI dan SMP/MTs, dan pengurangan pekerja anak.
83
 
Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut dapat dikatakan bahwa Program 
Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan tidak 
secara cuma-cuma, namun ada kewajiban yang harus dipenuhi peserta PKH yakni 
                                                             
 82Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, 
2016, h. 29. 
83Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Tahun 2008. 
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harus menyekolahkan anaknya, memeriksakan kandungan, serta membawa anak bayi 
atau balita ke Posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Bantuan PKH 
ini juga tidak diberikan selamanya, namun memiliki jangka waktu tertentu yakni tiga 
tahun. Bantuan akan otomatis berhenti apabila keadaan ekonomi keluarga telah 
membaik serta anak telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP/sederajat. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan pendamping PKH Kecamatan Mambi yang 
mengatakan bahwa:  
“Untuk tahap awal ini bantuan PKH diberikan selama 3 tahun berturut-turut. 
Kalau anak sudah lulus SMP, secara otomatis bantuan dikurangi. Yah, kalau 
dalam keluarga sudah tidak ada anak usia SD atau SMP, ibu hamil, Balita 
yang tidak perlu imunisasi kembali, bantuan PKH akan dihentikan. Oleh 
karena memang masih tahap awal, dan masih dapat dibilang tahap percobaan, 
apabila PKH ini berhasil, maka cakupannya akan diperluas, dan dilakukan 
pendataan ulang”84 
 
 Bantuan PKH memiliki tenggang waktu tertentu kepada keluarga sangat 
miskin, maka bantuan PKH tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta 
PKH untuk menyejahterakan keluarganya. Secara umum pemberian pelayanan dapat 
terlihat melalui kegiatan pencairan dana PKH Kecamatan Mambi yang bertempat di 
kantor Pos Kecamatan Mambi Tim Pendamping PKH Kecamatan Mambi yang 
berkoordinasi dengan pihak Kantor Pos Kecamatan Mambi sebagai pelaksana PKH 
sangat berperan dalam pencairan bantuan ini tidak terlepas dari kapasitas teknisnya 
dalam mengatur pencairan dana.
85
 Di Kecamatan Mambi, jumlah penerima bantuan 
                                                             
84Alfred Yusuf (35 tahun), Pendamping PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kantor UPPKH 
Kecamatan Mambi, 17 Oktober 2017. 
85Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 2017, h. 21. 
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PKH sebanyak 187 orang yang terbagi pada 13 Desa/Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Mambi. Berikut penulis sajikan jumlah penerima bantuan PKH di 
Kecamatan Mambi: 
Tabel 4.2 
Tabel Rincian Jumlah Penerima PKH Kecamatan Mambi tahun 2017 
No Nama Desa Jumlah Penerima Jumlah diterima 
1 Bujung Manurung 14 Orang Rp. 625.000;- 
2 Indo Banua 12 Orang Rp. 625.000;- 
3 Mambi 6 Orang Rp. 375.000;- 
4 Pamoseang 19 Orang Rp. 625.000;- 
5 Rantebulahan 11 Orang Rp. 375.000;- 
6 Salualo 9 Orang Rp. 625.000;- 
7 Salubanua 14 Orang Rp. 500.000;- 
8 Salu Durian 9 Orang Rp. 625.000;- 
9 Salumaka 3 Orang Rp. 250.000;- 
10 Sendana 16 Orang Rp. 500.000;- 
11 Sendong Lajuk 8 Orang Rp. 625.000;- 
12 Taluppuki 59 Orang Rp. 625.000;- 
13 Tappalina 7 Orang Rp. 500.000;- 
Sumber: UPPKH Kecamatan Mambi Tahun 2017 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah peneriman PKH di Kecamatan 
Mambi sebanyak 187 orang. Sedangkan bantuan yang diterima oleh peserta PKH 
berbeda-beda setiap desa yang ada di Kecamatan Mambi, sistem pembagian yang 
ditetapkan berdasarkan pada kriteria penerima. Artinya jika penerima tergolong 
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Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) maka jumlah yang diterima sebesar Rp. 
625.000;- sedangkan peserta PKH yang menerima paling sedikit khusus diberikan 
terhadap siswa yang melanjutkan sekolah ataupun ibu hamil dan menyusui. Oleh 
sebab itu diperlukan kecermatan khusus dalam pembagian dana bantuan, serta sikap 
yang tegas dalam menghadapi masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat mematuhi 
kebijakan PKH yang telah ditetapkan. Kerjasama tim yang baik sangat dibutuhkan 
agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan lancar dan tujuan PKH dapat terpenuhi.  
 
Sumber: Profil Kecamatan Mambi Tahun 2017 
Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan PKH jumlah 
penduduk miskin di Kecamatan Mambi sebanyak 5760 orang pada tahun 2013. 
Sedangkan setelah pelaksanaan PKH jumlah penduduk miskin sebanyak 3762 orang 
dan mengalami fluktuatif dari 900 orang pada tahun 2014 kemudian mengalami 
peningkatan pada tahun 2015 sebesar 13 orang dan kemudian meningkat kembali 
pada tahun 2016 sehingga menjadi 1113 orang, karena banyak peserta PKH yang 
terdaftar tetapi tidak menerima bantuan dana pada saat pendistribusian dana PKH di 
900 913 1113 836 
0 20% 25% 45% 10% 100% 0 
3762 
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Persentase Penduduk Miskin Setelah Pelaksanaan PKH 
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Kecamatan Mambi, dan kemudian penurunan drastis terjadi pada tahun 2017 
sehingga menjadi 836 orang. Sementara itu, etos kerja dari tim pendamping PKH 
Kecamatan Mambi dinilai paling baik di Kabupaten Mamasa Hal itu terlihat dalam 
ketepatan waktu pencairan dana bantuan PKH serta tingginya tingkat kepatuhan 
peserta PKH di wilayah ini. Selain itu juga dana bantuan PKH diberikan utuh kepada 
para peserta tanpa ada pemotongan, meskipun jumlah bantuan tidak seragam. Besaran 
jumlah bantuan yang diterima oleh peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anak 
SD/MI atau SMP/MTs, jumlah balita, serta ada tidaknya ibu hamil dalam rumah 
tangga miskin di Kecamatan Mambi. Pada tahun 2017 pencairan dana dilakukan tiga 
kali dalam setahun.
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Pendamping PKH di Kecamatan Mambi berusaha untuk memberi pelayanan 
yang baik kepada peserta, berusaha untuk sabar menghadapi peserta PKH, 
pertanyaan-pertanyaan serta keluhan-keluhan peserta PKH di Kecamatan Mambi.  
Hal ini dibernarkan oleh koordinator PKH di Kecamatan Mambi yang mengatakan 
bahwa: 
“Ya beginilah dik situasi pencairan dana bantuan PKH. Kami ini harus punya 
kesabaran ekstra untuk menghadapi peserta PKH. Ya, berusaha saja kasih 
yang terbaik buat mereka, walau kadang juga mereka mengeluh. Jadi, ya 
pintar-pintar kami lah buat beri pengertian mereka agar mereka mengerti dan 
tidak tersinggung tapi juga dibatasi agar mereka tidak semena-mena”87 
 
                                                             
86Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 2017, h. 22. 
87Risal Tangdira (35 tahun), Koordinator PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kantor UPPKH 
Kecamatan Mambi, 17 Oktober 2017. 
67 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain itu tanggung jawab serta 
komitmen yang tinggi diperlukan pendamping dalam pelaksanaan PKH mengingat 
pelaksanaannya berada di lapangan, bukan di balik meja, sehingga dibutuhkan 
semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pendamping yang baik. 
Pendekatan dalam implementasi program keluarga harapan (PKH) ini menggunakan 
pendekatan top-down yang merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada sejauh 
mana tindakan para pelaksana yang sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah 
ditentukan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
88
 Implementasi pelayanan 
PKH di Kecamatan Mambi, sebagai berikut:  
1. Sosialisasi Pogram Keluarga Harapan (PKH)  
Sosialisasi merupakan hal penting dalam tercapainya suatu program atau 
kebijakan Pemerintah. Sosialisasi tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat. 
Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga mengambil peran serta untuk 
ikut memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang 
langsung memengaruhi hidup mereka. Hal ini berarti sosialisasi tidak berarti apa-apa 
tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung suatu kebijakan yang telah 
diputuskan Pemerintah. Partisipasi masyarakat tersebut memberi kontribusi penting 
bagi upaya promosi kebijakan kesejahteraan yakni desakan, keterlibatan perencanaan 
kebijakan, dukungan atas kebijakan, serta aksi-aksi sukerela di lapangan.  
                                                             
88Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 2017, h. 23. 
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Apabila hal tersebut dikaitkan dengan PKH, maka dapat dikatakan bahwa 
keberhasilan sosialisasi PKH akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk 
mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan melalui PKH 
ini. Partisipasi masyarakat ini memiliki beberapa tingkatan, partisipasi masyarakat 
terbagi menjadi empat tingkatan, yakni partisipasi emansipatif, partisipasi kemitraan, 
partisipasi konsultatif , dan partisipasi informatif.
89
 
Melihat keempat tingkatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan PKH di Kecamatan Mambi menduduki tingkatan yang ke empat dalam 
partisipasi. Hal tersebut dikarenakan kebijakan berasal dari Pemerintah yang 
kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Sebagaimana salah satu penerima PKH 
yang mengatakan bahwa:  
“Awalnya saya tidak mengerti apa itu PKH, waktu itu saya dikasih surat 
undangan dan pemberitahuan dari Pak RT kalau keluarga saya berhak 
mendapatkan bantuan PKH. Terus saya sama ibu-ibu lain dikumpulkan di 
Balai Desa dan diberi arahan dari pendamping tentang PKH”90 
  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerima PKH menunjukkan bahwa 
masyarakat yang menjadi peserta PKH awalnya tidak tahu tentang PKH, mereka baru 
mengetahui PKH setelah mendapat informasi dari pendamping PKH di Kecamatan 
Mambi. Berbicara mengenai partisipasi dalam sosialisasi maka tidak bisa terlepas dari 
pelaksanaan karena partisipasi merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan yang 
menunjuk pada kompetensi kelembagaan dalam mengelola sumberdaya alam dan 
                                                             
89Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 2017, h. 41. 
90Nurlia (39 tahun), Penerima Program PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 17 
Oktober 2017 
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manusia secara akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya. 
Oleh sebab itu, pelaksanaan sosialisasi PKH di Kelurahan Mambi ini harus 
disesuaikan dengan acuan pelaksanaan agar dapat terwujud kesinergisan antara 
Pemerintah dengan masyarakat.  
        Pelaksanaan memiliki dua kata kunci, yakni legitimasi dan akuntabilitas. 
Sosialisasi PKH apabila dikaitkan dengan dua kata kunci pelaksanaan tersebut 
memperlihatkan bahwa sosialisasi PKH yang dilakukan telah berusaha memenuhi 
konsep pelaksanaan tersebut. Namun, dilihat dalam segi legitimasi yang 
memfokuskan pada pemberian jaminan kepada kelompok-kelompok kurang 
beruntung dalam masyarakat termasuk anak-anak serta wanita, memang PKH 
mendukung hal tersebut, dimana PKH ini bertujuan untuk memutus rantai 
kemiskinan, yakni penjaminan pendidikan bagi anak-anak serta kesehatan bagi ibu 
hamil dan balita.  Selain itu, salah satu peserta PKH Kecamatan Mambi, mengatakan 
bahwa:  
“Ya, PKH ini lumayan membantu sih buat bayar SPP anak walau tidak semua, 
kan pembayarannya tidak sekaligus tapi dibagi jadi 3 kali dalam satu tahun. 
Terus juga kalau pendapat ibu-ibu yang lain tentang PKH, PKH ini sangat 
membantu mereka. Yah intinya bagi kami ini, PKH membantu sekali 
meringankan beban keluarga kami”91 
 Kedua pendapat tersebut memperlihatkan bahwa secara legitimasi, PKH 
berusaha untuk memberi jaminan bagi kelompok anak, baik bayi, balita, maupun 
anak usia SD atau SMP, pendapat dari Ibu Erna juga turut didukung oleh warga 
                                                             
91Irmawati (32 tahun), Penerima PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 18 Oktober 
2017. 
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penerima bantuan PKH di Kecamatan Mambi tersebut. Namun permasalahannya 
terletak pada sosialisasi PKH di Kecamatan Mambi yang dikatakan tidak merata dan 
tidak tepat sasaran. 
Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi 
dalam menyukseskan kebijakan Pemerintah. Pelaksanaan sosialisasi PKH yang sesuai 
dengan penerapan pelaksanaan penting, mengingat bahwa PKH merupakan hal baru 
karena pelaksanaannya yang tergolong baru, yakni tahun 2011. Berdasarkan Draf 
Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial tentang Pedoman Umum 
Program Keluarga Harapan Tahun 2010, sasaran sosialisasi PKH terbagi atas:  
a. Tingkat Pusat seperti Tim Pengendali, Tim Pengarah, Tim Teknis UPPKH 
Pusat, seluruh anggota Kabinet, DPR, media, serta kelompok Strategis.  
b. Tingkat Provinsi seperti Tim Koordinasi Provinsi , DPRD, media, kelompok 
strategis, seperti: LSM, Ormas, dan kelompok profesional.  
c. Tingkat Kabupaten/Kota seperti Tim Koordinasi Kabupaten / Kota, UPPKH 
Kabupaten / Kota, DPRD, media, kelompok strategis, seperti LSM, Ormas, 
kelompok professional dan kelompok lainnya.  
d. Tingkat Kecamatan seperti Camat, UPPKH Kecamatan, organisasi sosial dan 
kelompok-kelompok masyarakat setempat. 
e. Kelompok masyarakat, yakni wanita/ibu dalam keluarga yang menerima 
bantuan PKH, serta anak dan kepala keluarga dari penerima bantuan PKH.  
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f. Kelompok pendukung seperti media massa, LSM dan Ormas, jaringan dalam 
masyarakat, kelompok profesional, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga 
yang berada di masyarakat penerima.
92
 
Dari segi legitimasi, Pemerintah telah berusaha membuat kebijakan yang 
ditujukan untuk menjamin kelompok-kelompok yang kurang beruntung yakni 
keluarga dalam kategori sangat miskin melalui PKH dengan membuat peraturan-
peraturan serta keputusan-keputusan dalam mendukung PKH ini terlaksana. Namun, 
dari segi akuntabilitas, penetapan sasaran tidak sesuai dengan apa yang ada di 
lapangan, ternilai kurang efektif akibat waktu pelaksanaan yang membuat sosialisasi 
PKH tidak maksimal.  
        Pelaksanaan tidak hanya difokuskan pada sisi legitimasi tetapi juga dari sisi 
akuntabilitas, yakni terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan manusia serta 
perangkat ekonomi dan finansial yang dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, 
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kecamatan Mambi. Terkait dengan 
sosialisasi PKH, sisi akuntabilitas terlihat dalam strategi yang digunakan dalam 
mensosialisasikan PKH di Kecamatan Mambi, dilakukan secara bertanggung jawab, 
terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  
Setiap kebijakan memiliki target yang ingin dicapai. Adapun target yang ingin 
dicapai dalam sosialisasi ini adalah peserta PKH menjadi paham apa yang menjadi 
                                                             
92Draf Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial tentang Pedoman Umum Program 
Keluarga Harapan Tahun 2010. 
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hak dan kewajibannya ketika memperoleh bantuan PKH. Hal ini sesuai dengan 
ungkapan salah satu penerima PKH di Kecamatan Mambi: 
“Iya, memang awalnya kami dikumpulkan dan diberi arahan tentang bantuan 
PKH ini, kami jadi kami mengerti jika program ini ditujukan untuk ibu hamil, 
dan anak-anak yang masih sekolah SD sampai SMP, tapi diberinya lewat ibu 
rumah tangga. Terus juga bantuan PKH ini tidak diberikan cuma-cuma, tapi 
ada kewajiban yang mesti kami penuhi, seperti kami harus menyekolahkan 
anak kami dari SD sampai SMP”93 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan 
oleh koordinator dan pendamping bertujuan untuk memberikan arahan kepada Rumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi peserta PKH agar mengetahui bahwa 
program tersebut ditujukan untuk ibu hamil, dan anak-anak yang masih sekolah. 
Akan tetapi dalam penyaluran dana bantuan diberikan kepada ibu rumah tangga agar 
ia mengetahui bahwa bantuan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan 
ada tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilaksanakan seperti penerima 
bantuan PKH diwajibkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka dari SD hingga 
tamat SMP. 
Keberhasilan target sosialisasi yang dilakukan oleh koordinator dan 
pendamping PKH di Kecamatan Mambi tidak terlepas dari strategi pelayanan yang 
dijalankan untuk mencapai target tersebut. Strategi pelayanan melalui sosialisasi PKH 
diperlukan agar sosialisasi dapat berlangsung dengan baik. Dari hasi penelitian 
penulis, dapat disimpulkan bahwa strategi pelayanan yang dilakukan oleh koordinator 
                                                             
93Suriani (33 tahun), Penerima PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 18 Oktober 
2017. 
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dan pendamping PKH di Kecamatan Mambi belum berjalan maksimal, terbukti masih 
ada beberapa peserta PKH yang tidak ikut serta dalam pertemuan yang dilakukan 
meskipun sosialisasi yang dilakukan cukup baik, sebagaimana pendamping PKH 
mengatakan bahwa: 
“Dalam PKH terdapat metode yang dapat dilakukan untuk menentukan siapa 
yang berhak menerima bantuan, yakni sistem door to door, yakni pendataan 
ke rumah-rumah. Kecamatan yang menggunakan metode ini adalah semua 
kecamatan yang ada di kabupaten Mamasa”94 
Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi pelayanan PKH dilakukan dengan 
menggunkana metode pendataan awal dengan cara mendatangi langsung rumah calon 
penerima bantuan PKH yang telah direkomendasikan oleh Kepala Kecamatan Mambi 
sehingga koordinator maupun pendamping UPPKH Kecamatan Mambi bisa 
memberikan penilaian terhadap kelayakan peserta sebagai penerima bantuan PKH. 
PKH di Kecamatan Mambi menggunakan metode “door to door” dalam mengetahui 
siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan PKH. Hal sebagaimana 
koordinator PKH mengatakan bahwa:  
“Jadi begini, awalnya kami itu dapat data dari BPS terkait siapa saja 
masyarakat yang berasal dari keluarga miskin, kemudian kami survei ke 
rumah-rumah siapa saja yang pantas mendapat bantuan. Hasil survei kami 
langsung kami serahkan ke Pusat, dan kemudian surat pemberitahuan 
penerima bantuan PKH langsung dikirim dari Pusat, kemudian disampaikan 
lewat RT, kemudian diberikan langsung kepada peserta PKH, yang kemudian 
kami beri arahan tentang PKH ini”95 
                                                             
94Alfred Yusuf (35 tahun), Pendamping PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kantor UPPKH 
Kecamatan Mambi, 18 Oktober 2017. 
95Risal Tangdira (35 tahun), Koordinator PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kantor UPPKH 
Kecamatan Mambi, 19 Oktober 2017. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan apabila ditinjau melalui prinsip-prinsip 
pelaksanaan, maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi memiliki strategi tersendiri dan 
telah berjalan baik. Dinilai dari segi akuntabilitas cukup baik sosialisasi PKH di 
Kecamatan Mambi tersebut, namun kurang terencana dengan baik.  
Selain itu juga sosialisasi terkait dengan masalah penyampaian informasi 
kebijakan kepada masyarakat. Media informasi yang dapat digunakan adalah lewat 
media massa, teknologi informasi, dan media cetak. Secara umum sosialisasi tentang 
PKH termuat dalam media teknologi informasi yakni internet, namun tidak semua 
dapat mengaksesnya, karena tidak banyak yang tahu tentang PKH. Intinya, sosialisasi 
merupakan tahap awal dari implementasi suatu kebijakan. Kebijakan dapat terbilang 
baik apabila sosialisasi yang mendasari kebijakan itu terlaksana dengan baik demi 
kepentingan publik.  
2. Distribusi PKH di Kecamatan Mambi 
PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat atau disebut conditional 
cash transfers (CCT). Bantuan PKH diberikan kepada RTSM/KSM yang telah 
menjadi peserta PKH. Sesaui Pedoman Umum PKH, bahwa penyaluran bantuan PKH 
dilaksanakan empat kali penyaluran dalam satu tahun. Khusus pembayaran bantuan 
bagi peserta PKH dilokasi baru dilakukan setelah ada surat penetapan dari Pejabat 
Berwenang. Jadwal pembayaran dan pelaksanaan pembayaran bantuan disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan sesuai kebijakan yang dibuat 
untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan. Sedangkan untuk pembayaran 
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bantuan tahap berikutnya, dapat tetap dilaksanakan walaupun proses verifikasi belum 
dilaksanakan secara optimal.
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Dalam aturan pedoman umum, mekanisme pelaksanaan penyaluran dana 
bantuan kepada RTSM/ KSM peserta PKH dilaksanakan melalui lembaga bayar. 
berdasarkan hasil pelelangan pekerjaan pencetakan formulir, pendistribusian formulir 
dan pelaksanaan proses penyaluran dana bantuan PKH. Pelaksanaan pembayaran 
untuk pengembangan Kabupaten/Kota lokasi baru dilaksanakan satu tahap 
pembayaran dengan bantuan tetap Rp. 75.000,-. Sedangkan untuk pengembangan 
Kecamatan di lokasi Kabupaten/Kota lama dilaksanakan maksimal tiga tahap 
pembayaran disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pertemuan awal dan validasi.
97
 
Dengan  adanya  perbedaan  komposisi  anggota  keluarga  RTSM/KSM, 
maka besar bantuan yang diterima setiap RTSM/KSM akan bervariasi pada setiap 
tahapan bantuan. Berikut ini proses distribusi dana Program PKH kepada RTSM atau 
Peserta Penerima PKH, sebagaimana salah satu informan mengatakan bahwa:  
“Nah, koordinasi cuman pas pencairan dana saja”98 
 
Proses pencairan dana PKH bisanya dilakukan di setiap desa masing-masing 
penerima PKH dikumpulkan di Balai Desa dan mengantri untuk mendapatkan uang 
PKH. Adapaun penggunaannya digunakan oleh peserta PKH, tidak diketahui secara 
                                                             
96Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 2017, h. 29. 
97Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24/HUK/2015 Tanggal 26 Maret 2015. 
98Marsiah (40 tahun), Masyarakat Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 19 Oktober 
2017. 
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pasti. Karena tidak dilakukan monitoring penggunaan dana tersebut digunakan oleh 
peserta PKH. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kecamatan Mambi yang mengatakan 
bahwa: 
“Proses pencairan dana PKH kepada penerima program PKH yaitu mereka 
dikumpulkan di kantor Desa. Terus disuruh antri untuk mendapatkan uang, 
adapun dananya digunakan untuk apa kurang begitu tahu”99 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain di kantor desa, pendisrtibusian 
dana PKH kepada Peserta Program PKH, dilakukan pula di sekola-sekolah yang 
letaknya strategis yang bisa terjangkau oleh Penerima PKH. Pendistribusian 
dilakukan secara tunai. Himbauan kepada penerima PKH juga pernah dilakukan oleh 
Pendamping PKH agar dana tersebut  digunakan sesuai tujuan  PKH. Sebagaimana 
pendamping PKH mengatakan bahwa: 
“Untuk proses pencairan dananya, saya bawa langsung terus saya suruh mereka 
untuk kumpul. Biasanya kumpulnya di sekolah, adapun untuk dana yang 
mereka peroleh, mereka gunakan sesuai dengan himbauan saya sejak awal 
terealisasi PKH di Kecamatan Mambi”100 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pencairan  dana  untuk  
didistribusikan  kepada  Penerima PKH, dari pihak tokoh masyarakat tidak pernah 
dilibatkan. Karena menganggap program tersebut program ibu-ibu. Jadi dipandang 
tidak harus tahu, hal tersebut diungkapkan   oleh salah satu masyarakat Kecamatan 
Mambi: 
                                                             
99Lukman (51 tahun), Kepala Kecamatan Mambi, Wawancara, Kantor Kecamatan Mambi, 20 Oktober 
2017. 
100Alfred Yusuf (35 tahun), Pendamping PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kantor UPPKH 
Kecamatan Mambi, 20 Oktober 2017. 
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“Untuk pencairan, karena ini urusan ibu-ibu, jadi kurang begitu paham”101 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana PKH yang diterima 
oleh Peserta PKH, selain digunakan untuk kebutuhan sekolah. Digunakan pula untuk 
keperluan yang lain di luar alokasi yang seharusnya dana tersebut digunakan. 
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinator dan 
pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Mambi telah 
melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan oleh pemerintah pusat, hanya saja pelayanan yang diberikan belum 
maksimal seperti dalam melakukan sosialisasi terhadap peserta PKH. Selain itu, 
masih ada peserta PKH yang tidak hadir ketika pelaksanaan sosialisasi, bahkan ada 
pula peserta PKH yang datang hanya pada saat pendistribusian dana. 
C. Hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan 
Mambi 
Faktor penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan 
suatu yang lazim terjadi dimana-mana, dan setiap program mempunyai masalah 
masing-masing, sehungga penangananya pun biasanya di kembalikan kepada masing-
masing aktor yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang 
muncul dalam proses implementasi program. Program keluarga harapan (PKH) 
melalui pendamping program di setiap masing-masing daerah diberi kepercayaan 
                                                             
101Nurrahmati (35 tahun), Masyarakat Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 20 Oktober 
2017. 
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untuk melaksanakan program, tentunya juga akan menemui masalah-masalah 
sehubungan dengan implementasi program.  
1. Faktor Penghambat Implementasi PKH di Kecamatan Mambi 
Berikut diuraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 
implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mambi. Sebagaimana 
koordinator PKH Kecamatan Mambi mengatakan bahwa: 
“Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program 
keluarga harapan (PKH) di kecamatan mambi. Diantaranya tidak adanya 
pendamping yang selalu hadir dalam kehidupan RTSM. Hal tersebut yang 
menyebatkan dana yang didistribusikan kepada RTSM tidak terkontrol dalam 
penggunaannya”102 
Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu faktor penghambat dalam 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi, terbukti bahwa 
pendamping PKH di daerah tersebut hanya sekedar hadir pada saat penyaluran 
bantuan dan tidak melakukan kunjungan kerumah peserta PKH untuk melakukan 
monitoring sehingga penggunaan bantuan PKH tidak bisa dikontrol dengan baik. Hal 
tersebut sebagaimana dibernarkan oleh pendamping PKH Kecamatan Mambi yang 
mengatakan bahwa: 
“Faktor yang menghambat pelaksanaan PKH di kecamatan mambi yaitu tidak 
adanya pendampingan sehingga dana yang digunakan  tidak terkontrol apakah 
digunakan untuk semestinya”103 
                                                             
102Risal Tangdira (35 tahun), Koordinator PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, UPPKH Kecamatan 
Mambi, 23 Oktober 2017. 
103Alfred Yusuf (35 tahun), Pendamping PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, UPPKH Kecamatan 
Mambi, 23 Oktober 2017. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH) hanya dilakukan oleh satu pendamping sehingga, dana yang 
digunakan oleh peserta PKH tidak dapat dikontrol dengan baik. Hal tersebut yang 
menjadi salah satu kendala dalam penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Mambi, 
karena tidak bisa dipastikan bahwa peserta PKH menggunakan dana bantuan yang 
diperoleh dengan baik atau hanya menggunkana dana tersebut untuk keperluan lain 
diluar kewajiban yang telah ditetapkan dalam aturan PKH. Pernyataan di atas, 
kemudian dibenarkan oleh salah satu pendamping PKH di Kecamatan Mambi, 
menurut beliau: 
“Lokasi yang harus didampingi yaitu para Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM) yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tempat 
tinggal dianggap terlalu jauh dan tidak kejangkau oleh pendamping. Sehingga 
pendamping mengaku kurang maksimal dalam melakukan pendampingan”104 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tempat tinggal pendamping yang 
berada di luar wilayah Kecamatan Mambi. Hal tersebut menyulitkam kontrol dan 
monitoring yang harus mereka lakukan, karena kurangnya kontrol dan monitoring, 
dalam kenyataannya belum dapat dipastikan bahwa peserta menggunkan bantuan 
yang diberikan sesuai dengan semestinya. Sebagaimana salah satu peserta Program 
Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa: 
“Faktor yang menghambat dalam implemtasi program keluarga harapan 
adalah saya tempat tinggalnya jauh dari desa yang harus saya dampingi. 
                                                             
104Lukman (51 tahun), Kepala Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 23 Oktober 2017. 
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Sehingga, kurang maksimal dalm melakukan pendampingan untuk penerima 
bantuan PKH”105 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dari peserta Program 
Keluarga Harapan (PKH), bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan (PKH) adalah proses pencairan dana Program Keluarga Harapan 
(PKH) yang suka terlalu lama dan terlalu berdesak-desakan saat antri pengambilan 
uang Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibagikan oleh pendamping Program 
Keluarga Harapan (PKH). Sebagaimana salah satu peserta Program Keluarga 
Harapan (PKH), mengatakan bahwa: 
“Faktor yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 
diantaranya pada saat proses penerimaan yang memakan waktu cukup lama, 
penerimaan dilakukan tiga bulan sekali, kemudian penerima yang banyak 
sehingga harus mengantri berjam-jam”106 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lain yang menjadi penghambat 
menurut peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, adanya kecemburuan sosial 
dari mereka masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan 
(PKH). Banyak anggapan dari masyarakat bahwa ada beberapa peserta yang 
dipandang tidak layak menerima, karena dianggap tidak miskin. Hal tersebut 
diungkapkan oleh salah satu peserta Program Keluarga Harapan (PKH): 
                                                             
105Nur Ida(35 tahun), Penerima PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 23 Oktober 
2017. 
106Salma (40 tahun), Penerima PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 23 Oktober 
2017. 
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“Faktor yang menghabat diantaranya suka ada cemburu sosial dari tetangga. 
 Katanya kami orang mampu jadi tidak layak dapat”107 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecemburuan sosial yang menjadi 
penghambat berikutnya yaitu, kesulitan membangun komunikasi dan koordinasi 
untuk dikordinasi oleh kelompok penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hal 
tersebut dikarenakan tidaknya jaringan, sementara tempat tinggalnya berjauhan. 
Sebagaimana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), mengatakan bahwa:  
“Nah, ini yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), 
diantaranya yaitu tidak ada jaringan sehingga kami harus mendatangi 
rumahnya satu-satu kalau kami mau kumpulkan, mana rumah penerima PKH 
jauh”108 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi 
penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan 
Mambi, yaitu sebagai berikut: 
a. Pertama, tidak ada pendamping PKH yang intens mendampingi para peserta 
PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup. Karena 
kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrol pengeluaran belanja yang 
digunakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH dibelanjakan di luar 
ketentuan yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan. 
                                                             
107Nur Ida(35 tahun), Penerima PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, Kecamatan Mambi, 23 Oktober 
2017. 
108Alfred Yusuf (35 tahun), Pendamping PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, UPPKH Kecamatan 
Mambi, 23 Oktober 2017. 
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b. Kedua lokasi tempat tinggal pendamping yang berada diluar wilayah 
Kecamatan Mambi, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus 
dilakukan oleh pendamping. 
c. Ketiga, sulit melakukan koordinasi di antara peserta PKH yang di koordinir 
dalam kelompok. Hal tersebut disebabkan tempat tinggal peserta dalam 
kelompok tersebut jaraknya berjauhan, sehingga informasi terlalu lama 
sampai ke peserta PKH, karena harus didatangi dengan “dor to dor” ke 
rumah masing-masing penerima PKH. 
2. Faktor Pendukung Implementasi PKH di Kecamatan Mambi 
Implementasi PKH di Kecamatan Mambi, selain penghambat tentunya ada 
juga yang menjadi pendukung, sehingga program tersebut tetap berjalan dan 
dilaksanakan untuk direalisasikan dengan baik. Sesuai tujuan umum dari program 
PKH yaitu mengurangi angka dan memutus rantau kemiskinan, meningkatkan 
sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang peningkatan 
kesejateraan di Kecamatan Mambi. 
Semangat untuk mengimplementasikan PKH di kecamatan mambi tergambar 
dalam uraian dari pandangan wawancara dengan informan diantaranya diungakapkan 
oleh pendamping PKH di Dinas sosial kabupaten mamasa. Menurunya, salah satu 
yang menjadi semangat dalam memperlancar Program Keluarga Harapan (PKH) 
adalah masih mudahnya masyarakat peserta PKH untuk dikumpulkan oleh 
pendamping. Tetapi, kemudahan mengumpulkan Rumah Tangga Sangat Miskin 
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(RTSM) tersebut hanya pada saat pencairan dana PKH saja. Sebagaimana 
pendamping PKH mengatakan bahwa: 
“Adapun faktor yang memperlancar pelaksaan PKH di Kecamatan Mambi, 
diantaranya yaitu masyarakat mudah dikumpulkan kalau mau ada pencairan 
dana”109 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang mendukung 
program PKH harapan di Kecamatan Mambi adalah tingkat kirtisme masyarakat 
sangat rendah. Karena, menurutnya sejauh ini belum ada protes atau pengaduan dari 
masyarakat terkait realisasi program PKH di Kecamatan Mambi. Hal ini dibenarkan 
oleh koordinator PKH yang mengatakan bahwa: 
“Faktor yang memperlancar pelaksanaan PKH diantaranya adalah masyarakat 
tidak banyak yang komplen”110 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta Program Keluarga Harapan 
(PKH) di Kecamatan Mambi, tergolong masayarakat ekonomi lemah dan masyarakat 
primitif sehingga peserta PKH di Kecamatan Mambi tidak terlalu komplen terkait 
keterlambatan dana atau pemotongan dana bantuan yang mereka terima. Selain itu, 
masyarakat Kecamatan Mambi merupakan tipe masyarakat yang mudah tergiur 
dengan uang. Pernyataan koordinator PKH di atas kemudian diperjelas oleh 
pendamping PKH di Kecamatan Mambi bahwa penyaluran bantuan PKH yang 
                                                             
109Alfred Yusuf (35 tahun), Pendamping PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, UPPKH Kecamatan 
Mambi, 23 Oktober 2017. 
110Risal Tangdira (35 tahun), Koodinator PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, UPPKH Kecamatan 
Mambi, 23 Oktober 2017. 
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selama ini masih menjadi penyemangat penerima PKH yaitu ketika akan dilakukan 
pembagian dana PKH kepada peserta PKH, sebagaimana ungkapan berikut: 
“Faktor yang diantaranya memperlancar yaitu peserta PKH mudah untuk 
dikumpulkan”111 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan untuk terus merealisasikan 
program PKH di kecamatan mambi terus dilakukan. Hal tersebut tersebut yang 
mendorong diataranya semangat masyarakat penerima PKH atau RTSM sangat 
antusias dalam menerima dana bantuan PKH. Semangat juga masih ada dri para 
pendamping yang masih bertahan untuk tetap mendamping meski, meski tidak 
melakukannya dengan intens. 
Faktor pendukung program PKH adalah dukungan finansial yang terus 
mengalir pada saat pencairan dan mencukupi sehingga dapat menentukan kesuksesan 
tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses pembayaran atau pendanaan merupakan hal 
terpenting sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu, pendanaan menjadi hal 
penting sehingga diperlukan pegelolaan atau pengawasan yang baik agar dalam 
pendanaanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, dengan anggaran yang cukup, 
pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan dengan baik dan pada 
akhirnya kualitas hidup RTSM sebagai tujuan program dapat meningka. Berdasarkan 
observasi dan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, dapat diketahui 
                                                             
111Alfred Yusuf (35 tahun), Pendamping PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, UPPKH Kecamatan 
Mambi, 23 Oktober 2017. 
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bahwa selain faktor diatas, faktor yang mendukung proses implementasi kebijakan 
program di Kecamatan Mambi, sebagai berikut: 
a. Adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk 
mengsukseskan program keluarga harapan (PKH) guna membantu memutus 
rantai kemiskinan di tingkat masyarakat miskin.  
b. Adanya aturan yang jelas mengenai mekasisme pelaksanaan program dan 
adanya jaminan memperoleh kesehatan dan pendidikan yang layak dari 
pemerintah melalui dinas sosial. 
 Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya 
pengawasan langsung dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Mamasa agar kendala yang 
dihadapi oleh pendamping PKH Kecamatan dapat diminimalisir. Selain itu, untuk 
memudahkan monitoring perlu dilaksanakan evaluasi kinerja pendamping dan 
penambahan anggota pendamping sehingga dalam penyaluran bantuan PKH bisa 
lebih efektif dan tepat sasaran. 
Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang 
miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran 
RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluaga penerima 
untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan 
kandungan bagi ibu hamil dan pemberbaikan gizi diharapkan akan memutuskan 
rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran penerima PKH adalah RTSM ysng 
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memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun atau ibu hamil dan 
berada pada lokasi terpilih. 
Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada 
rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi, atau 
kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Program keluarga harapan 
(PKH) mulai dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2013 
termasuk di Kabupaten Mamasa dan di terapkan di Kecamatan Mambi pada tahun 
2014 sampai sekarang. 
Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mambi terdapat 
seorang personel dari unik pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) yaitu 
pendamping PKH. Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH 
dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka menerima PKH. Selain untuk 
kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain validasi, 
pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu dalam mendeteksi 
segala permasalahan dan tindak lanjut dalam kurung waktu cepat dan tepat. Program 
keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mambi telah berjalan sejak tahun 2014 dan 
belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Kepala Kecamatan 
Mambi mengatakan bahwa: 
 “Program ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
 karena masih banyak rumah tangga yang sangat miskin tidak tersentuh 
bantuan ini. Data yang menjadi pedoman dalam pemberian bantuan ini adalah 
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data dari BPS beberapa tahun sebelumnya sebelumnya sehingga sudah tidak 
relevan dengan kondisi saat ini”112 
         Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ini program keluarga 
harapan di Kecamatan Mambi masih ada yang belum tepat sasaran karena 
menggunakan data lama dalam menggunakan penerima program ini. Oleh karena itu, 
banyak orang yang lebih pantas untuk menerima bantuan ini tapi tidak mendapat. Hal 
ini tentu tidak sesuai dengan orientasi utama PKH yaitu memberikan bantuan kepada 
rumah tangga sangat miskin (RTSM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
112Lukman (51 tahun), Kepala Kecamatan Mambi, Wawancara, Kantor Kecamatan Mambi, 17 Oktober 
2017. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi 
Kabupaten  Mamasa, dapat dilihat dari proses sosialisasi hingga distribusi dana 
PKH yang dilakukan oleh pendamping. Pertama, sosialisasi merupakan hal 
penting dalam tercapainya suatu program atau kebijakan Pemerintah. Sosialisasi 
tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan 
proses ketika warga mengambil peran serta untuk ikut memengaruhi proses 
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung 
memengaruhi hidup mereka. Kedua, proses pencairan dana  untuk  didistribusikan  
kepada penerima PKH, dari pihak tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan. 
Karena menganggap program tersebut program ibu-ibu. Jadi dipandang tidak 
harus tahu. Proses distribusi dana PKH tidak hanya dilakukan di Kantor Desa 
masing-masing, melainkan ada pula yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. 
2. Hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan 
Mambi Kabupaten  Mamasa. Pertama, tidak ada pendamping PKH yang intens 
mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan 
kesejahteraan hidup. Karena kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrol 
pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH 
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dibelanjakan di luar ketentuan yang dipersyaratkan dalam program keluarga 
harapan. Kedua, lokasi tempat tinggal pendamping yang berada diluar wilayah 
Kecamatan Mambi, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus 
dilakukan oleh pendamping. Ketiga, sulit melakukan koordinasi di antara peserta 
PKH yang di koordinir dalam kelompok. Hal tersebut disebabkan tempat tinggal 
peserta dalam kelompok tersebut jaraknya berjauhan, sehingga informasi terlalu 
lama sampai ke peserta PKH, karena harus didatangi dengan “dor to dor” ke 
rumah masing-masing penerima PKH. 
B. Implikasi 
Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut 
akan dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan 
pendampingan  secara konsisiten.  Perlu  adanya  pelatihan pemberdayaan kepada 
pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemsikinan di 
masyarakat sesaui tujuan program PKH. 
2. Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan 
pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa 
digunakan sesuai ketentuan PKH. Baik untuk perbaikan kualitas pendidikan 
maupun kesehatan peserta PKH.  
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DAFTAR PERTANYAAN (Intervie Gruide) 
A. Daftar pertanyaan untuk informan (Dinas Sosial Mamasa, Pelaksana Program 
Keluarga Harapan (PKH) dan Aparat Kecamatan Mambi) 
1. Apakah yang anda ketahui tentang program keluarga harapan (PKH) ? 
2. Kapan program keluarga harapan (PKH) mulai diselenggarakan di Kecamatan 
Mambi ? 
3. Bagaimana persyaratan untuk mendaftar sebagai penerima program keluarga 
harapan (PKH) di Kecamatan Mambi ? 
4. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan terhadap penerima program 
keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mambi ?  
5. Berapa jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) yang ada di 
Kecamatan Mambi ? 
6. Berapa jumlah yang diterima setiap orang dalam setahun melalui program 
keluarga harapan (PKH) ? 
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan program 
keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mambi ? 
8. Bagaimanakah sistem pembagian bantuan program keluarga harapan (PKH) di 
Kecamatan Mambi ? 
9. Apakah faktor pendukung dalam menyalurkan bantuan program keluarga 
harapan (PKH) di Kecamatan Mambi ? 
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10. Bagaimana hambatan yang dialami dalam menyalurkan bantuan program 
keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mambi ? 
11. Bagaimana indikator kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mamabi sebelum 
dan sesudah pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ? 
12. Bagaimana efektivitas implementasi program keluarga harapan (PKH) di 
Kecamatan Mambi ? 
13. Sejauh ini, apakah program keluarga harapan (PKH) sudah tepat sasaran ? 
14. Apakah bantuan program keluarga harapan (PKH) tidak membuat penerima 
manfaat (klien) menjadi ketergantungan sehingga tidak melakukan aktivitas 
atau pekerjaan lain ? 
15. Apakah bantuan program keluarga harapan (PKH) dapat meningkatkan 
keberfungsian sosial masyarakat di Kecamatan Mambi ? 
B. Daftar pertanyaan untuk informan (Penerima Manfaat/Peserta Program Keluarga 
Harapan (PKH) Kecamatan Mambi) 
16. Apakah yang anda ketahui tentang program keluarga harapan (PKH) ? 
17. Kapan program keluarga harapan (PKH) mulai diselenggarakan di Kecamatan 
Mambi ? 
18. Bagaimana persyaratan untuk mendaftar sebagai penerima program keluarga 
harapan (PKH) di Kecamatan Mambi ? 
19. Berapa jumlah yang diterima setiap orang dalam setahun melalui program 
keluarga harapan (PKH) ? 
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20. Kegiatan apa saja yang dilakukan petugas program keluarga harapan (PKH) 
selain menyalurkan bantuan PKH ? 
21. Apakah dengan adanya bantuan program keluarga harapan (PKH) dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mambi ? 
22. Bagaimana proses pelayanan yang dilakukan melalui bantuan program 
keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mamabi ? 
23. Apakah bantuan program keluarga harapan (PKH) mampu mencukupi 
kebutuhan hidup sehari-hari ? 
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